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ABSTRAK 

 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Tinjauan Fiqh 

Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial 

Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)”. Skripsi ini 

ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah 

yaitu: bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial 

review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)? bagaimana 

tinjauan fiqh siyasah terhadap judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perpu)? 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi 

kepustakaan yang  dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk 

deskriptif. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang 

menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis 

dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya 

bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa 

diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat 

melakukan judicial review Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah 

Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan 

supremasi konstitusi. Dalam kajian fiqh siyasash terdapat lembaga peradilan 

yang dikenal sebagai Wila>yah al-Maza>lim, yang khusus menangani kezaliman 

para penguasa terhadap rakyat, termasuk dalam pembuatan kebijakan atau 

undang-undang. Lembaga peradilan Wila>yah al-Maza>lim menyerupai Mahkamah 

Konstitusi dalam hal menjaga hak-hak rakyat yang kemungkinan dapat dilanggar 

melalui pembuatan kebijakan atau undang-undang. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang-

Undang dalam hal ini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum 

terkait judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hak  untuk menguji peraturan perundang-undangan (toetsingrecht) terdapat 

pada masing-masing kekuasaan dalam pembagian menurut teori trias politika. 

Pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga eksekutif biasa 

diistilahkan sebagai executive review, pengujian peraturan perundang-undangan 

yang dilakukan oleh lembaga legislatif diistilahkan sebagai legislative review, 

sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudikatif 

diistilahkan sebagai judicial review.
1
 

Kekuasaan yudikatif atau biasa disebut sebagai kekuasaan kehakiman 

dipegang oleh 2 (dua) lembaga, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dinyatakan bahwa, ‚Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi‛. 

Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman yang lahir setelah 

amandemen ketiga UUD NRI 1945. Gagasan awal dari Mahkamah Konstitusi 

adalah lembaga negara yang didesain untuk menguji konstitusionalitas dari suatu 

                                                 
1 Saldi Isra, Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari 
Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), (Jakarta: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum 

Universitas Andalas, 2010), 4. 
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undang-undang terhadap konstitusi. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi 

disebut sebagai ‚the guardian of the constitution‛ (pengawal konstitusi).  

Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu undang-undang, materi muatan, pasal, 

atau ayatnya sesuai atau tidak dengan UUD NRI 1945 (judicial review). 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI 1945. Pasal 24C ayat 

(1) adalah, ‚ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 

terhadap Undag-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara 

yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 

pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum‚. 

Hal tersebut diperkuat pula oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstiutsi, Pasal 10 ayat (1) menyatakan, ‚Mahkamah 

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk: a) menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c) memutus pembubaran 

partai politik; dan d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.‛. 

Dengan demikian kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan 

judicial review adalah terbatas pada menguji Undang-Undang terhadap UUD 

NRI 1945. Kewenagan itu diberikan oleh konstitusi maupun Undang-Undang. 

Jika Undang-Undang atau bagian di dalamnya dinyatakan terbukti tidak selaras 

dengan UUD NRI 1945, maka produk hukum itu dibatalkan Mahkamah 
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Konstitusi. Melalui kewenangan judicial review, Mahkamah Konstitusi menjadi 

lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang 

keluar dari koridor konstitusi. 

Kekuasaan (sultah) dalam konsep Hukum Tata Negara Islam menurut Abdul 

Wahab Khallaf dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:
2
 1) Lembaga legislatif 

(sultah tasyri’iyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan 

kekuasaan untuk membuat undang-undang, 2) Lembaga eksekutif (sultah 

tanfiziyyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan 

undang-undang, 3) Lembaga yudikatif (sultah qada’iyyah), lembaga ini adalah 

lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. 

Keberadaan suatu lembaga peradilan (al-Qada’) memiliki landasan yang kuat 

dalam Islam. Dasar disyariatkannya lembaga peradialan dalam Islam salah 

satunya terdapat dalam surat Shaad ayat (26): 

رۡضِ فٱَحۡكُم بَيَۡۡ ٱلنَّاسِ بٱِلَۡۡقِّ وَلََ تتََّبعِِ ٱلهَۡوَىَٰ فَيُضِلَّ 
َ
ََ  يََٰدَاوۥُدُ إنَِّا جَعَلۡنََٰكَ خَليِفَةٗ فِِ ٱلۡۡ كَ 

 ََ ِيَ  يضَِلُّونَ  ِِۚ إنَِّ ٱلََّّ ذَابٞ شَدِيدُُۢ بمَِا نسَُواْ يوَۡمَ ٱلۡۡسَِابِ سَبيِلِ ٱللَّّ ََ ِ لهَُمۡ     ٢٦  سَبيِلِ ٱللَّّ

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu 

khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan 

(perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari 

jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan 

                                                 
2 D. Ayu Sobiroh, ‚Tinjauan Fiqh Dusturi Terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam 

Penyelesaian Sengketa Pilpres‛, Jurnal Al-Qanun, No.1, Vol XVII, (Juni, 2015), 178. 
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Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 

melupakan hari perhitungan. 

Ayat di atas mengandung wasiat dari Allah kepada para penguasa untuk 

menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran yang diturunkan 

dari sisi Allah,  serta tidak berpaling-Nya, hingga mereka sesat dari jalan Allah. 

Sesungguhnya Allah mengancam orang yang sesat dari jalan-Nya serta orang 

melupakan hari hisab dengan ancaman yang keras dan adzab yang pedih.
3
 

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata 

Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga 

peradilan tersebut meliputi wilayah al-Qada’, wilayah al-Mazalim, dan wilayah 

al-Hisbah. Wilayah al-Qada’ adalah lembaga peradilan untuk memutuskan 

perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. 

Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan 

amar ma’ruf ketika yang ma’ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang 

munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga wilayah al-Hisbah adalah suatu 

kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan 

wewenangnya lebih luas dari wilayah al-Qada’. Wewenang wilayah al-Hisbah 

menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk 

kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT. 

Adapun wilayah al-Mazalim adalah lembaga peradilan yang secara khusus 

menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. 

                                                 
3 Abdullah bib Ishaq, Ludab al Tafsir Min Ibn Katsir, (Kairo: Muasassah Dar al Hilal, 1994), 

terjemah M. Abdul Ghofar, Tafsir Ibnu Katsir, jilid 7, (Jakarta: Puataka Imam Asy-Syafi’i, 2004), 

63. 
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Wilayah al-Mazalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat 

dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk 

mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk 

menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang 

dimaksudkan penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi adalah seluruh 

jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah. 

Muhammad Iqbal mendefinisikan wilayah al-Muzalim adalah sebagai 

lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam 

melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan 

dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang 

melanggar HAM rakyat.
4
 Sehingga pelanggaran terhadap hak-hak rakyat yang 

dilakukan oleh penguasa dimungkinkan berasal dari peraturan perundang-

undangan yang dibuatnya. 

Masalah perundang-undangan negara di dalam Islam menjadi pembahasan 

dalam fiqh siyasah, khususnya bidang siyasah dusturiyah. Dalam hal ini juga 

dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan 

sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana 

cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan 

pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga 

membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik 

antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib 

dilindungi. 

                                                 
4 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159. 
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Baru-baru ini perhatian publik tertuju pada pemerintah yang menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Ormas). Tak tanggung-tanggung sejak diterbitkan pemerintah 

pada tanggal 10 Juli 2017, Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas telah dimohonkan 

pengujian (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 7 (tujuh) 

permohonan. 

Permohonan pengujian Perpu Ormas diajukan oleh berbagai kalangan dan 

lapisan masyarakat, serta dari organisasi kemasyarakatan. Tujuh permohonan 

judicial review terhadap Perpu Ormas yang diajuakan ke Mahkamah Konstitusi 

adalah sebagai berikut:
5
 

1. Permohonan nomor perkara 38/PUU-XV/20017 diajukan oleh Afriady 

Putra; 

2. Permohonan nomor perkara 39/PUU-XV/2017 diajukan oleh juru bicara 

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto; 

3. Permohonan nomor perkara 41/PUU-XV/2017 diajukan oleh Aliansi 

Nusantara; 

4. Permohonan nomor perkara 48/PUU-XV/2017 diajukan oleh Yayasan 

Sharia Law Alqonuni; 

5. Permohonan nomor perkara 49/PUU-XV/2017 diajukan oleh Persatuan 

Islam (Persis); 

                                                 
5 Nabilla Tashandra, “Perrpu Ormas Sudah Jadi UU, MK Segera Putus Gugatan Uji Materi”, 

http://nasional.kompas.com/read/2017/10/25/18035531/perppu-ormas-sudah-jadi-uu-mk-segera-

putus-gugatan-uji-materi , diakses pada 13 Desember 2017. 

http://nasional.kompas.com/read/2017/10/25/18035531/perppu-ormas-sudah-jadi-uu-mk-segera-putus-gugatan-uji-materi
http://nasional.kompas.com/read/2017/10/25/18035531/perppu-ormas-sudah-jadi-uu-mk-segera-putus-gugatan-uji-materi
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6. Permohonan nomor perkara 50/PUU-XV/2017 diajukan oleh juru bicara 

Front Pembela Islam (FPI) Munarman bersama empat Organisasi 

Keagamaan, yakni Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum 

Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan 

Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia; 

7. Permohonan nomor perkara 52/PUU-XV/2017 diajukan oleh Advokat 

Cinta Tanah Air (ACTA), yakni Herdiansyah dan Ali Hakim Lubis. 

Putusan permohonan pengujian Perpu Ormas akhirnya dibacakan oleh 

Mahkamah Konstitusi pada Selasa 12 Desember 2017 di Ruang Sidang Pleno 

Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi tidak dapat 

menerima tujuh permohonan uji materil Perpu Ormas karena telah kehilangan 

objek. Dengan disahkannya Perpu Ormas menjadi Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Atas Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) pada 

tanggal 24 Oktober 2017, maka objek permohonan para pemohon menjadi tidak 

ada sehingga permohonan para pemohon telah kehilangan objek.
6
 

Sebelum diputuskan untuk tidak diterima karena kehilangan objek, 

permohonan para pemohon telah diperiksa pokok permohonannya oleh 

Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi 

berpendapat bahwa mempunyai wewenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 

NRI 1945. Karena pada dasarnya permohonan tidak akan masuk pada 

                                                 
6 Sri Pujianti, “Kehilangan Objek Permohonan, Uji Perppu Ormas Tidak Dapat Diterima”, 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14196 , diakses pada  13 

Desember 2017. 
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pemeriksaan pokok permohonan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak 

mempunyai kewenangan/kompetensi untuk menguji Perpu terhadap UUD NRI 

1945. 

Di dalam peraturan perundang-undangan baik dalam UUD NRI 1945 maupun 

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi ditentukan bahwa kewenangan 

Mahkamah Konstitusi terkait judicial review adalah menguji Undang-Undang 

terhadap UUD NRI 1945. Namun pada praktiknya Mahkamah Konstitusi juga 

menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap UUD 

NRI 1945. 

UUD NRI 1945 menyatakan secara tegas mekanisme review Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah melalui legislative review. 

Dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, ‚(1) Dalam hal ihwal 

kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah 

sebagai pengganti undang-undang; (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut; (3) Jika 

tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.‛. 

Artinya Perpu harus dibahas dalam persidangan DPR yang selanjutnya untuk 

mendapatkan persetujuan. Hal ini mengamanatkan bahwa hak untuk menguji 

sebuah Perpu adalah melalui mekanisme legislative review oleh lembaga 

legislatif dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk 

membahas mengenai kewenangan judicial review Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu) oleh Mahkamah Konstitusi dan tinjauan fiqh 
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siyasah terhadap kewenangan judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi 

dalam skripsi yang berjudul; ‚Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan 

Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu)‛. 
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B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai kewenangan Mahkamah 

Konstitusi dalam menguji Perpu, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi 

adalah; 

1. Tidak adanya aturan hukum secara formal yang secara eksplisit 

memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi menguji 

Perpu; 

2. Adanya permasalahan konstitusional yang membatasi secara limitatif 

kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang, bukan 

peraturan perundang-undangan lain; 

3. Aspek non hukum yang melandasi pengujian Perpu oleh Mahkamah 

Konstitusi; 

4. Terdapat kekosongan hukum (vacuum of law) dalam judicial review 

Perpu; 

5. Perampasan wewenang melakukan review terhadap Perpu yang 

seharusnya menjadi kewenangan DPR (legislatif review), apabila 

Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review terhadap perpu; 

6. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Perpu 

telah keluar dari makna original intent UUD NRI 1945 khususnya 

Pasal 24C ayat (1); 

7. Adanya ketidakpastian hukum ketika Mahkamah Konstitusi menguji 

Perpu; 
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8. Lembaga negara yang berwenang menjaga hak-hak rakyat dalam 

peraturan perundang-undangan dalam konteks fiqh siyasah; 

9. Mekanisme menjaga undang-undang dalam konteks fiqh siyasah; 

10. Batu uji terhadap undang-undang yang dinilai mengandung 

pelanggaran terhadap hak-hak rakyat dalam konteks fiqh siyasah; 

11. Akibat hukum terhadap pelanggaran penguasa melalui undang-undang 

yang dibuatnya telah melanggar hak-hak rakyat. 

2. Batasan Masalah 

Pembahasan yang lebih spesifik dalam membahas masalah dilakukan 

untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dan jelas serta tidak meluas 

dengan membatasi masalah yang akan dikaji, yaitu; 

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review 

terhadap Perpu menurut peraturan perundang-undangan; 

2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap judicial review Perpu oleh Mahkamah 

Konstitusi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas dan pembatasan masalah yang akan dikaji, 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial 

review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)? 
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2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan Mahkamah 

Konstitusi melakukan judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perpu)? 

 

E. Kajian Pustaka 

Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah 

pernah dilakukan di seputar masalah pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. 

Agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi kajian/penelitian. Kajian/penelitian 

berikut adalah yang dapat ditemukan oleh penulis sejauh yang berkenaaan 

dengan masalah-masalah yang akan ditulis. 

1. Skripsi dengan judul ‚Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Studi Kritis Terhadap 

Pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945)‛ yang ditulis oleh Bolmer Suryadi 

Hutasoit dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 

2013. Dalam simpulannya skripsi tersebut menyatakan beberapa poin 

penting: 

a. Perpu ditetapkan oleh Presiden dalam waktu singkat karena 

dibutuhkan tindakan yang cepat dan tepat untuk menyelesaikan hal 

ihwal kegentingan memaksa. Jika diserahkan kepada DPR yang 

merupakan lembaga kekuasaan yang memiliki kekuasaan untuk 

membentuk UU akan memakan waktu yang lama. Kebutuhan yang 

mendesak dan waktu yang terbatas mengharuskan adanya 

pembentukan Perpu. Jika pembentukannya diberikan kepada DPR akan 
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menunggu proses rapat-rapat yang keputusannya berada pada 

kesepakatan setiap anggotanya. Presiden (eksekutif) yang seharusnya 

menjalankan kebijakan parlemen dalam hal ini (keadaan tertentu) 

memiliki kewenangan legislatif untuk menetapkan Perpu. DPR tetap 

menjadi lembaga yang mengawasi penetapan Perpu, karena pada 

akhirnya akan dibahas oleh DPR dalam persidangan selanjutnya. 

Ketika DPR dan Presiden sepakat atas pertimbangan dalam 

menetapkan Perpu untuk mengatasi hal ihwal kegentingan yang 

memaksa, maka Perpu tersebut akan ditetapkan menjadi UU melalui 

proses yang sama dengan pembentukan UU. 

b. Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi adalah hal yang 

bertentangan dengan konstitusi. UUD NRI 1945 tidak menentukan 

kewenagan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu terhadap UUD 

NRI 1945. Dalam konstitusi kita menyebutkan dalam redaksinya 

bahwa hak menguji Perpu bukan melalui mekanisme judicial review 

melainkan legislative review. 

c. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 atas 

Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 

2002 tentang KPK, tujuh hakim konstitusi menyatakan Mahkamah 

Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan pertimbangan kedudukan 

Perpu yang sama antara UU dengan Perpu dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan, dan Perpu setelah disahkan meskipun belum 

mendapat persetujuan dari DPR melahirkan status, hubungan, dan 
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akibat hukum yang langsung mengikat layaknya UU. Sedangkan 

Mahfud MD menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenag menguji 

Perpu dengan alas an yang berbeda (concurring opinion) yaitu terdapat 

kemungkinan Perpu tidak dibahas segera oleh DPR padahal 

bertentangan dengan konstitusi, kedudukan hukum Perpu yang tidak 

ditolak dan tidak disetujui oleh DPR, rentang waktu Perpu yang 

ditolak untuk dicabut atau diganti, dan eksistentsi Perpu yang dibuat 

secara sepihak oleh Presiden dan tidak dapat disidangkan oleh DPR. 

Sedangkan Muhammad Alim berpendapat berbeda (dissenting opinion) 

menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji Perpu 

dengan alas an bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah 

menguji UU terhadap UUD NRI 1945 yang telah diamanatkan oleh 

konstitusi. 

2. Skripsi dengan judul ‚Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang‛ yang 

ditulis oleh Andi Adiyat Mirdin dari Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin Makasar pada tahun 2014. Dalam skripsi tersebut dapat 

diambil poin-poin penting sebagai berikut; 

a. Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara 

pengujian Perpu terhadap UUD NRI 1945 adalah seperti yang 

tercantum dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam 

putusan nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan a quo sebagai 
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yurisprudensi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji 

Perpu. 

b. Berangkat dari realitas pengujian Perpu terhadap UUD NRI 1945 yang 

telah dilakukan Mahkamah Konstitusi, tidak satupun pemohon yang 

dapat membuktikan kerugian konstitusional yang dideritanya. Dengan 

demikian, penulis berkesimpulan bahwa pengujian Perpu oleh 

Mahkamah Konstitusi ini tidaklah urgent. Hal ini juga didasari oleh 

amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam enam pengujian Perpu yang 

kesemuanya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet 

ontvankelijk verklaard). 

Sementara itu dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis dalam skripsi ini 

akan menggali sumber-sumber hukum yang akan menegaskan apakah Mahkamah 

Konstitusi punya wewenang dalam melakukan judicial review Perpu terhadap 

UUD NRI 1945. Penulis akan memadukan dan mengkomparasikan dengan 

berbagai temuan dan pendapat para ahli baik yang mendukung maupun yang 

kontradiktif dengan putusan tersebut. Yang menjadi menarik, penulis juga akan 

membahas kewenagan judicial review Perpu dalam tinjauan fiqh siyasah. Dalam 

konteks Hukum Tata Negara Islam bagaimana sebuah peraturan perundang-

undangan itu idealnya dijaga. Tentunya dengan argumen dan dalil-dalil hukum 

dalam pandangan ketatanegaraan Islam (siyasah). 

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah; 
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1. Untuk mengetahui dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam 

melakukan judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perpu) terhadap UUD NRI 1945; 

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan Mahkamah 

Konstitusi melakukan judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perpu). 

 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, diharapkan dapat 

memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis 

kewenagan Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review Perpu terhadap 

UUD NRI 1945, meskipun dalam peraturan perundang-undangan tidak 

satupun yang secara eksplisit memberikan kewenagan tersebut kepada 

Mahkamah Konstitusi. Selain itu penulisan ini diharapkan dapat memperkaya 

ilmu pengetahuan yang untuk lebih spesifiknya bagi pengembangan teori 

ilmu hukum, terutama Hukum Tata Negara. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan/sumbangan 

tentang judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. Dan sebagai 

masukan/sumbangan bagi badan pembuat peraturan perundang-undangan 
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untuk sesegera mungkin membuat aturan untuk mengisi kekosongan hukum 

terkait kewenagan judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. 

 

H. Definisi Operasional 

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman 

dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul 

skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu ‚Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Oleh 

Mahkamah Konstitusi‛, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu: 

1. Fiqh Siyasah 

Ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat 

dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang 

dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan 

ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
7
 Fiqh siyasah lazim 

disebut sebagai Hukum Tata Negara dalam konsteks Islam. Dalam tulisan ini, 

penulis mendefinisikan fiqh siyasah juga sebagai Hukum Tata Negara dalam 

konteks Islam. 

2. Judicial Review 

Pengujian norma suatu peraturan perundang-undangan oleh lembaga 

yudikatif atau lembaga peradilan terhadap produk hukum yang dihasilkan 

oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
8
 Pengujian 

                                                 
7 J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran), (Yogyakarta: Penerbit 

Ombak, 2014), 28. 
8 Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi, 2010),  83-84. 
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norma peraturan perundang-undangan dalam penulisan ini di khususkan pada 

pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai cabang 

kekuasaan yudikatif. 

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal 

ihwal kegentingan yang memaksa. Penulis menggunakan pengertian yang 

merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, khususnya dalam Pasal 1 angka (5). 

4. Mahkamah Konstitusi 

Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam 

UUD NRI 1945. Penulis menggunakan pengertian yang merujuk pada 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 

khususnya pada Pasal 1 angka (1). Dalam tulisan ini Mahkamah Konstitusi 

adalah kekuasaan kehakiman yang melakukan judicial review terhadap perpu. 

 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. 

Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya 

meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-

undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.
9
 Hal yang 

penting dalam penelitian normatif adalah usaha penemuan hukum secara 

                                                 
9 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), 119. 
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konkrit yang sesuai untuk diterapkan guna menjawab permasalahan hukum 

tertentu. 

2. Sumber Data 

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi 

mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. 

Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-

bahan hukum sekunder.
10

 

2.1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. 

2.2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 

komentar-komentar atas putusan pengadilan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan ialah suatu 

metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari 

buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok 

                                                 
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,  (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 181. 
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permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian 

ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa 

peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, 

makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal hukum, 

maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul 

penelitian yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini. 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder 

akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan 

dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat 

mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, 

selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. 

5. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi perlu kiranya 

digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematikanya. 

Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan 

gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam 

memahami secara keseluruhan skripsi. 

5.1. Bagian Awal 

Sampul luar, sampul dalam, pernyataan keaslian, persetujuan 

pembimbing, pengesahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. 

5.2. Bagian Pokok 

5.2.1. BAB I Pendahuluan 
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Berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, indentifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

5.2.2. BAB II Kerangka Konseptual 

Berisi penjelasan teoritis sebagai landasan analisis dalam melakukan 

penelitian. Bahasan ditekankan pada penjabaran disiplin keilmuan 

tertentu dengan bidang penelitian yang akan dilakukan dan sedapat 

mungkin mencakup seluruh perkembangan teori keilmuan tersebut 

sampai perkembangan terbaru yang diungkap secara akumulatif dan 

didekati secara analistis. Dalam bab ini teori-teori yang dipaparkan 

adalah teori-teori konsep Hukum Tata Negara Islam (fiqh siyasah). 

Teori-teori tersebut nantinya digunakan sebagai analisa dalam 

menjawab rumusan masalah. 

5.2.3. Data Hasil Penelitian 

Memuat data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan dihimpun 

oleh penulis dari berbagai sumber hukum yang berkaitan tentang 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review 

perpu. Data-data yang dihimpun akan digunakan untuk menganalisis 

permasalahan yang dibahas guna mendapatkan temuan atau jawaban 

dari sebuah permasalah yang diteliti. 
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5.2.4. BAB III Analisis 

Bab analisis memuat analisis terhadap temuan bahan-bahan hukum 

penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah 

penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian ke 

dalam kumpulan pengetahuan yang telah dikomparasikan dengan teori 

yang ada. 

5.2.5. BAB IV Penutup  

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat 

dengan ringkas, jelas, tidak memuat hal-hal baru di luar masalah yang 

dibahas, dan memperhatiakan konsistensi kaitan antara rumusan 

masalah dan tujuan penelitian. Saran dibuat tidak keluar dari pokok 

masalah yang dibahas dan harus jelas ditujukan kepada siapa. Saran 

berisi tentang implikasi, tindak lanjut penelitian dan saran-saran atau 

rekomendasi. 

5.3. Bagian Akhir 

Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM MENGENAI WILA>YAH AL-MAZA>LIM DALAM FIQH 

SIYASAH 

 

A. Pengertian Fiqh Siyasah 

Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham, dan mengerti adalah istilah 

yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara 

etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari 

maksud ucapan pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud 

perkataan dan perbuatan. Sehingga fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau 

pemahaman dan pengertian terhadap  perkataan dan perbuatan manusia.
11

 

Sedangkan secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara’ 

(hukum Islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai 

dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang 

tafshi>l (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari 

dasar-dasarnya, Al-Qur’an dan Sunnah). Jadi menurut istilah, fiqh adalah 

pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dar Al-Qur’an dan 

Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Atau bisa 

diartiakn sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam. 

Secara etimologis, kata siyasah merupakan bentuk masdar dari sa>sa, yasu>su 

yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. 

Dalam pengertian lain, kata siyasah dapat juga dimaknai sebagai politik dan 

                                                 
11 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 21-22. 
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penetapan suatu bentuk kebijakan. Kata sa>sa memiliki sinonim dengan kata 

dabbara yang berarti mengatur, memimpin (to lead), memerintah (to govern), dan 

kebijakan pemerintah (policy of government). 

Kata siyasah dilihat dari makna terminologi terdapat perbedaan pendapat di 

kalangan ahli hukum Islam. Ibnu Manzhur mengartikan siyasah berarti mengatur 

sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf 

mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Sementara itu 

Abdurrahman mengartikan siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga 

pelaksanaan administrasi dan hubungan dengan negara lain.
12

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengeritan fiqh siyasah adalah 

suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa 

dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah 

kemudharatan. Suyuthi Pulungan dalam bukunya ‚Fiqh Siyasah‛ 

mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk 

pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan 

kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-

dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fiqh 

siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam 

dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.
13

 

                                                 
12 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 7. 
13 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 26. 
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Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala 

bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan 

kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum 

terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, ulil amri, atau wula>tul amr). 

Karena itu segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan  yang dibuat oleh 

pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama 

semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. 

Karena ulil amri telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi. 

 

B. Rungan Lingkup Fiqh Siyasah 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah. 

Perbedaan itu setidaknya dapat dilihat dari jumlah pembagian masing-masing 

ulama. Namun perbedaan demikian bukanlah suatu hal yang prinsipil. Misalnya 

Abdul Wahhab Khalaf membagi fiqh siyasah dalam tiga bidang kajian, yakni: 

1. Siya>sah Qadlaiyyah; 

2. Siya>sah Dauliyyah; 

3. Siya>sah Ma>liyah. 

Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul ‚al-Ahka>m al-Sultha>niyyah, 

membagai ruang lingkup fiqh siyasah ke dalam lima bagian, yaitu:
14

 

1. Siya>sah Dustu>riyyah 

2. Siya>sah Ma>liyyah; 

3. Siya>sah Qadlaiyyah; 

                                                 
14 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah,  (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13. 
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4. Siya>sah Harbiyyah; 

5. Siya>sah Ida>riyyah. 

Selanjutnya oleh Imam Ibn Taimiyyah di dalam kitabnya yang berjudul al-

Siya>sahal-Shar’iyyah, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut: 

1. Siya>sah Qadlaiyyah; 

2. Siya>sah Ida>riyyah; 

3. Siya>sah Ma>liyyah; 

4. Siya>sah Dauliyyah/Siya>sah Kha>rijiyyah. 

T. M. Hasbi membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, 

yaitu: 

1. Siya>sah Dustu>riyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan tentang peraturan 

perundang-undangan; 

2. Siya>sah Tasyri’iyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan tentang penetapan 

hukum; 

3. Siya>sah Ma>liyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter; 

4. Siya>sah Qadlaiyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan peradilan; 

5. Siya>sah Ida>riyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan administrasi negara; 

6. Siya>sah Dauliyyah/Siya>sah Kha>rijiyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan 

luar negeri dan hubungan internasional; 

7. Siya>sah Tanfi>dziyyah Shar’iyyah yaitu politik pelaksanaan undang-

undang; 

8. Siya>sah Harbiyyah Shar’iyyah yaitu politik peperangan. 
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Dari beberapa pembagian ruang lingkup fiqh siyasah di atas dapat 

dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yakni:
15

 

1. Siya>sah Dustu>riyyah , disebut juga politik perundang-undangan. Bagian 

ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri>’iyyah oleh 

lembaga legislatif, peradilan atau qadlaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan 

administrasi pemerintahan atau ida>riyyah oleh birokrasi atau eksekutif; 

2. Siya>sah Dauliyyah/Siya>sah Kha>rijiyyah , disebut juga politik luar negeri. 

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang 

muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian 

ini ada politik masalah peperangan atau Siya>sah Harbiyyah, yang 

mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman 

perang, tawanan perang, dan gencatan senjata; 

3. Siya>sah Ma>liyyah , disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas 

sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, 

perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan 

perbankan. 

 

C. Pengertain dan Ruang Lingkup Siya>sah Dustu>riyyah 

Kata ‚dusturi‛ berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang 

yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam 

perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota 

kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan 

                                                 
15 Imam Amrusi Jailani, dkk.., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15-16. 
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ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar 

atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur 

dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah 

negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).  Di 

dalam pembahasan syari’ah digunakan istilah fiqh dustury, yang artinya adalah 

prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di 

dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.
16

 

Oleh sebab itu kata dustur sama dengan constituion dalam bahasa Inggris, 

atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata ‚Dasar‛ dalam bahasa 

Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari kata dustur. Dengan 

demikian Siya>sah Dustu>riyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. 

Dalam buku ‚Fiqh Siyasah‛ karangan Suyuthi Pulungan
17

, Siya>sah Dustu>riyyah 

diartikan sebagai bagian fiqh siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar 

tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala 

negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan 

ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan 

antara penguasa dan rakyat. 

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar 

adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan 

kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, 

kekayaan, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan 

                                                 
16 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 22. 
17 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 40. 
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perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah akan 

tercapai. 

A. Jazuli mengupas ruang lingkup bidang Siya>sah Dustu>riyyah menyangkut 

masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun 

lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian 

diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan 

kenegaraan. Menurut Abdul Wahhab  Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan 

dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi 

manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di 

depan hukum, tanpa membedakan status manusia. 

Lebih lanjut A. Jazuli mempetakan bidang Siya>sah Dustu>riyyah menyangkut 

persoalan; 1) imamah, hak dan kewajibannya; 2) rakyat, hak dan kewajibannya; 

3) bai’at; 4) waliyu al-‘ahdi; 5) perwakilan; 6) Ahlul Halli wa al-‘Aqdi; 7) 

wuzarah dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang 

kajian Siya>sah Dustu>riyyah meliputi: 1) Konstitusi; 2) Legislasi; 3) Ummah; 4)  

Shu>ra> atau demokrasi.
18

  

 

D. Konsep Kekuasaan dalam Siya>sah Dustu>riyyah 

Oleh karena Siya>sah Dustu>riyyah menyangkut masalah hubungan timbal 

balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga di dalamnya, yang 

kemudian diatur dalam perundang-undangan terkait persoalan kenegaraan, 

                                                 
18 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 25-27. 
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sehingga menuntut sebuah negara  dibagi atas beberapa kekuasaan. Berkenaan 

dengan pembagian kekuasaan di dalam sebuah negara, para ulama berbeda dalam 

memetakan pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. 

Kekuasaan (sultah) dalam konsep negara Islam, oleh Abdul Wahab Khallaf 

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
19

 

1. Lembaga legislatif (sultah tashri>’iyyah), lembaga ini adalah lembaga 

negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang; 

2. Lembaga eksekutif (sultah tanfi>dhiyyah), lembaga ini adalah lembaga 

negara yang berfungsi menjalankan undang-undang; 

3. Lembaga yudikatif (sultah qada>’iyyah), lembaga ini adalah lembaga 

negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. 

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam konsep negara 

Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam negara 

Islam, yaitu: 

1. Sultah Tanfi>dhiyyah (kekuasaan penyelenggara undang-undang); 

2. Sultah Tashri>’iyyah (kekuasaan pembuat undang-undang); 

3. Sultah Qada>’iyyah (kekuasaan kehakiman); 

4. Sultah Ma>liyah (kekuasaan keuangan); 

5. Sultah Muraqabah wa Taqwin (kekuasaan pengawasan masyarakat). 

Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk 

menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan 

penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada 

                                                 
19 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 29. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31 

 

 

 

yang punya hak, melindungai orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi 

harta wakaf dan lain-lain. 

Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar 

dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran 

supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah. Lembaga 

peradilan menurut para ulama fikih merupakan lembaga independen yang tidak 

membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majelis hakim. Lembaga 

peradialan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas 

pemerintahan umum. 

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata 

Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga 

peradilan tersebut meliputi Wilayah al-Qada’, Wila>yah al-Maza>lim, dan Wilayah 

al-Hisbah. Wilayah al-Qada’ adalah lembaga peradilan untuk memutuskan 

perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. 

Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan 

amar ma’ruf ketika yang ma’ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang 

munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga Wilayah al-Hisbah adalah suatu 

kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan 

wewenangnya lebih luas dari Wilayah al-Qada’. Wewenang Wilayah al-Hisbah 

menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk 

kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT. 

Adapun Wila>yah al-Maza>lim adalah lembaga peradilan yang secara khusus 

menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. 
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Wila>yah al-Maza>lim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat 

dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk 

mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk 

menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang 

dimaksudkan penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi adalah seluruh 

jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah. 

 

E. Wila>yah al-Maza>lim 

Kata Wila>yah al-Maza>lim merupakan gabungan dua kata, yaitu Wila>yah dan 

al-Maza>lim. Kata Wila>yah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan 

pemerintahan. Sedangkan kata al-Maza>lim adalah bentuk jamak dari Maza>limah 

yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman. 

Secara terminologi Wila>yah al-Maza>lim berarti kekuasaan pengadilan yang lebih 

tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus 

yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat 

biasa. Wila>yah al-Maza>lim bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi 

khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada 

rakyat.
20

 

Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan 

oleh para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, 

tetap dianggap sebagai tidak kezaliman, sehinga diserahkan kepada khalifah agar 

dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang 

                                                 
20 H. A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: AMZAH, 2012), 113. 
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menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan Qa>di> al-Ma>zalim, 

artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah fiqh siyasah oleh Wila>yah al-

Maza>lim akan diangkat Qa>di> al-Ma>zalim untuk menyelesaikan segala tindak 

kezaliman.
21

 

Dari situ terlihat bahwa Wila>yah al-Maza>lim memiliki wewenang untuk 

memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut 

aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap 

hukum-hukum syara’ atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-

undangan yang sesuai dengan tabanni (adopsi) penguasa, maka memberikan 

keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah 

penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada Wila>yah al-Maza>lim 

atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan 

bahwa peradilan dalam Wila>yah al-Maza>lim mempunyai putusan final.
22

 

1. Sejarah Wila>yah al-Maza>lim 

Wila>yah al-Maza>lim sudah dikenal di Arab sebelum Islam. Hal ini wujud 

dari komitmen orang-orang Quraisy untuk menolak segala bentuk kezaliman 

sekaligus memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi. Dalam 

satu ruwayat dari az-Zubair bin Bakar tercatat bahwa ada seorang lai-laki Yaman 

yang berasal dari Bani Zubaid datang ke kota Mekah untuk berdagang. 

Kemudian ada orang dari Bani Sahm (dalam riwayat lain ada yang menyebut 

bernama al-Ash bin Wail) membeli dagangannya. Laki-laki yang membeli 

tersebut mengambil barang melebihi jumlah yang ditentukan. Saat si pedagang 

                                                 
21 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 33. 
22 Ibid, 34. 
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meminta kembali barang yang diambilnya ia menolak. Akhirnya, hilanglah 

kesabaran si pedagang dan ia berteriak di atas ebongkah batu di samping Ka’bah 

seraya melantunkan syair yang berisi kecaman terhadap kazaliman yang ia 

rasakan. Tindakan si pedagang tersebut ternyata mendapat respon dari orang-

orang Quraisy. Hal ini terlihat dari intervensi Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul 

Muthalib dalam membantu mengembalikan hak si pedagang tersebut. Orang-

orang Quraisy berkumpul di rumah Abdullah bin Jadz’an untuk membuat 

kesepakatan menolak segala bentuk kezaliman di Mekah sehingga peristiwa yang 

telah terjadi tidak terulang. Kesepakatan itu dikenal dengan ‚Hif al-Fudhul‛. 

Pada saat peristiwa tersebut terjadi, Nabi baru berusia 25 tahun. 

Pada masa Nabi, beliau pernah memerankan fungsi ini ketika terjadi kasus 

irigasi yang dipertentangkan oleh Zubair bin Awwam dengan seseorang dari 

golongan Anshar. Seseorang darai golongan Anshar tersebut berkata, ‚alirkan air 

tersebut ke sini‛, namun Zubair menolak. Kemudian Nabi berkata, ‚Wahai 

Zubair, alirkan air tersebut ke lahnmu, kemudian alirkan air tersebut ke lahan 

tetanggamu‛. Orang Anshar tersebut marah mendenganr ucapan Nabi seraya 

berkata, ‚Wahai Nabi, (pantas kamu mengutamakan dia) bukankah dia anak 

pamanmu?‛ mendengar jawaban ini, memerahlah wajah Nabi seraya berkata, 

‚Wahai Zubair, alirkanlah air tersebut ke perutnya hingga sampai ke kedua mata 

kakinya‛.
23

 

Pada masa khalifah para sahabat disibukkan dengan berbagai aktivitas jihad, 

sedang para khalifah dan bawahannya berusaha keras dalam menegakkan 

                                                 
23 H. A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: AMZAH, 2012), 114. 
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keadilan, kebenaran, dan mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi 

sehingga kasus-kasus yang menjadi kompetensi Wila>yah al-Maza>lim sangat 

sedikit jumlahnya. Pada waktu itu, apabila para sahabat merasa kebingungan 

terhadap suatu permasalahan, mereka mencukupkan diri kembali kepada hukum 

al-qadha. 

Meskipun ada indikasi-indikasi yang mengatakan behwa peradilan mazalim 

sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin, namun 

keberadaannya belum diatur secara khusus. 

Pada masa khalifah Bani Umayyah, Wila>yah al-Maza>lim menjadi lembaga 

khusus tepatnya pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan (685-705M). 

Ia adalah penguasa Islam pertama yang membentuk lembaga al-Maza>lim 

(Peradilan Khusus).
24

 Ia menyediakan waktu khusus untuk menerima pengaduan 

kasus-kasus al-Maza>lim. Jika Abdul Malik menemui kesulitan dalam 

memutuskan hukum, ia berkonsultasi dan meminta pertimbangan kepada Ibnu 

Idris al-Azdi. 

Hal ini berlangsung pada khalifah-khalifah selanjutnya. Pada masa Umar bin 

Abdul Aziz, lembaga al-Maza>lim makin efektif. Khalifah Umar terkenal dengan 

keadilannya sehingga lembaga ini digunakan sebaik mungkin demi menegakkan 

keadilan. Misalnya, ia mengembalikan tanah-tanah yang dirampas oleh Walik 

kepada pemiliknya, ia kembalikan pula rumah yang dirampas oleh Abdul Malik 

bin Sulaiman kepada Ibrahim bin Thalhah. 

                                                 
24 Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 

2011), 75. 
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Dengan demikian, pada masa Umayyah Wila>yah al-Maza>lim telah 

menemukan bentuknya meskipun belum sempurna. Hal ini terjadi karena 

pelaksanaan Wila>yah al-Maza>lim masih di tangan penguasa. Keberpihakannya 

kepada keadilan dan kebenaran sangat tergantung kepada keadilan dan kejujuran 

penguasa itu sendiri, Umar bin Abdul Aziz berhasil dengan peradilan al-

Maza>lim-nya karena dia adalah seorang yang jujur dan adil. 

Pada masa Bani Abbasiyah, Wila>yah al-Maza>lim masih tetap mendapat 

perhatian besar. Diceritakan pada hari Ahad, khalifah al-Makmun sedang 

membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk mengadukan kezaliman yang 

dilakukan oleh pejabat, datang seorang wanita dengan pakaian jelek tampak 

dalam kesedihan. Wanita tersebut mengadukan bahwa anak sang khalifah al-

Abbas menzaiminya dengan merampas tanah haknya. Kemudian sang khalifah 

memerintahkan hakim, Yahya bin Aktsam, untuk menyidangkan kasus tersebtu 

di depan sang khalifah. Di tengah perdebatan, tiba-tiba wanita tersebut 

mengeluarkan suara lantang sampai mengalahkan suara al-Abbas sehingga para 

pengawal istana mencelanya. Kemudian khalifah al-Makmun berkata, 

‚Dakwaannya benar, kebenaran membuatnya berani bicara dan kebatilan 

membuat anakku membisu‛. Kemudian hakim mengembalikan hak si wanita dan 

hukuman ditimpahkan kepada anak sang khalifah. 

2. Kompetensi Wila>yah al-Maza>lim 

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh Wila>yah al-Maza>lim adalah 

memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atu para 

hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya, 
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seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para kerabat khalifah, 

pegawai pemerintah, dan hakim-hakim sehingga kekuasaan Wila>yah al-Maza>lim 

lebih luas dari kekuasaan qadha. 

Nadhir al-Maza>lim memiliki sejumlah wewenang, tugas, dan kompetensi. 

Sebagian di antaranya bersifat konsultatif yang berkaitan dengan pengawasan 

penerapan hukum syara’, sebagiannya lagi bersifat administratif yang berkaitan 

dengan pengawasan kinerja dan perilaku para pejabat negara serta pegawai 

negara meski tanpa ada pihak yang mengajukan laporan perkara tindakan 

kezaliman yang menimpanya. Sebagian lagi bersifat judisial yang berkaitan 

dengan penyelesaian persengketaan yang terjadi antara pejabat negara dan warga 

negara biasa atau di antara para warga negara biasa.
25

 

Selanjutnya al-Mawardi menerangkan kompetensi absolut Wila>yah al-

Maza>lim yaitu sebagai berikut:
26

 

a) ketidakadilan yang dilakukan para gubernur terhadap rakyat dan 

penindasan penguasa terhadap rakyat. Wila>yah al-Maza>lim tidak boleh 

membiarkan kezaliman dan terhadap tingkah laku para penguasa, ia harus 

menyelidiki agar mereka berlaku adil, menahan penindasan, dan mencopot 

mereka yang apabila tidak bisa berbuat adil; 

b) kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dalam penarikan 

pajak. Tugas Wila>yah al-Maza>lim adalah mengirim utusan untuk 

menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta, dan memerintahkan 

kepada para pegawai yang bertugas tersebut untuk mengembalikan 

                                                 
25 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu,  Jilid 8, (Jakarta, Gema Insani 2011), 378. 
26 H. A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: AMZAH, 2012), 117-118. 
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kelebihan penarikan harta dan pajak kepada pemiliknya, baik harta 

tersebut sudah diserahkan ke bait al-mal atau untuk dirinya sendiri; 

c) para pegawai kantor pemerintahan (Kuttab ad-Dawawin) harus amanah 

karena umat Islam memercayakan kepada mereka dalam masalah harta 

benda. Tugas Nadhir al-Maza>lim adalah meneliti tingkah laku dan 

menghukum mereka berdasarkan undang-undang yang berlaku; 

d) kezaliman yang dilakukan aparat pemberi gaji kepada orang yang berhak 

menerima gaji, baik karena pengurangan atau keterlambatannya dalam 

memberikan gaji. Ketika gaji tersebut tidak diberikan atau dikurangi, 

tugas Nadhir al-Maza>lim adalah memerintahkan kepada pemerintah untuk 

mengembalikan apabila gaji tersebut diambil pemerintah atau 

menggantinya dari harta yang diambil dari bait al-mal; 

e) mencegah perampasan harta. Perampasan harta ada dua macam, yaitu (1) 

ghusub al-Shulthaniyah, yaitu perampasan yang dilakukan oleh para 

gubernur yang zalim, baik karena kecintaannya terhadap harta tersebut 

atau karena keinginan untuk menzalimi. Tugas Nadhir al-Maza>lim adalah 

mencegah perbuatan zalim apabilah belum dilakukan, dan bila telah 

dilakukan maka tergantung kepada pengaduan orang yang dizalimi 

tersebut, (2) perampasan yang dilakukan oleh ‘orang kuat’. Dalam hal ini 

pemrosesan perkara tergantung kepada pengaduan atas adanya tindak 

kezaliman dan harta yang dirampas tidak bisa diambil kecuali dengan 

empat perkara, pengakuan dari orang yang merampas harta tersebut, 

perampasan tersebut diketahui oleh wali al-Maza>lim dan ia boleh 
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menetapkan hukum berdasar pengetahuannya, adanya bukti yang 

menunjukkan dan menguatkan tindak kezaliman tersebut, dan adanya 

berita yang kuat tentang tindak kezaliman tersebut; 

f) mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf ini ada dua macam, (1) wakaf 

umum, tugas Nadhir al-Maza>lim adalah mengawasi agar harta wakaf 

tersebut tidak disalahgunakan, meskipun tidak ada pengaduan tentang 

adanya penyimpangan, (2) wakaf khusus, tugas Nadhir al-Maza>lim adalah 

memproses perkara setelah ada pengaduan mengenai penyimpangan 

terhadap wakaf terebut; 

g) menjalankan fungsi hakim. Ketika hakim tidak kuasa menjalankan proses 

peradilan karena kewibawaan, status, dan kekuasaan terdakwa lebih besar 

dari hakim, Nadhir al-Maza>lim harus mempunyai kewibawaan dan 

kekuasaan lebih tinggi dari terdakwa; 

h) menjalankan fungsi al-hisbah ketika ia tidak mampu menjalankan 

fungsinya dalam menegakkan perkara-perkara menyangkut kemaslahatan 

orang banyak; 

i) memelihara ibadah-ibadah yang mengandung syiar Islam seperti perayaan-

perayaan hari raya, haji, dan jihad dengan mengatur agenda dan  prosedur 

yang perlu dipenuhi karena hak Allah lebih utama daripada hak-hak 

lainnya; 

j) Nadhir al-Maza>lim juga diperbolehkan memeriksa orang-orang yang 

bersengketa dan menetapkan hukum bagi mereka, namun fungsi ini tidak 

boleh keluar dari aturan-aturan yang berlaku di lembaga qadha. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40 

 

 

 

Lembaga al-Maza>lim memiliki wewenang untuk memeriksa suatu perkara 

tanpa menungggu pengaduan dari yang bersangkutan. apabila telah diketahui 

adanya kecurangan-kecurangan dan penganiayaan-penganiayaan, maka lembaga 

al-Maza>lim berwenang untuk segera memeriksa tanpa menunggu pengaduan dari 

yang bersangkutan.  Perkara-perkara tersebut meliputi:
27

 

a) penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap 

golongan; 

b) kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan 

zakat dan harta-harta kekayaan negara yang lain; 

c) mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat. 

3. Keanggotaan Wila>yah al-Maza>lim 

Dalam struktur keanggotaan dewan penanganan al-Maza>lim harus terdapat 

lima orang yang mutlak dibutuhkan oleh Nadhir al-Maza>lim dan penanganan 

yang dilakukannya tidak akan bisa berjalan secara tertib dan lancar kecuali 

dengan adanya lima orang tersebut. Mereka adalah:
28

 

a) para penjaga dan pembantu untuk menyeret tersangka yang kuat dan  

menangani tersangka yang berani; 

b) para qadhi untuk meminta penjelasan tentang hak-hak yeng tertetapkan 

menurut mereka dan untuk mengetahui hal-hal yang berlangsung di 

majelis-majelis persidangan mereka di antara pihak-pihak yang 

berperkara; 

                                                 
27 T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan & Hukum Acara Islam, (Semarang: PT Pustaka Rizki 

Putra, 1997), 93. 
28 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu,  Jilid 8, (Jakarta, Gema Insani 2011), 378. 
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c) para fuqaha untuk dijadikan sebagai rujukan di dalam hal yang masih 

terasa janggal baginya dan sebagai tempat bertanya tentang hal-hal yang 

masih kabur dan belum jelas baginya; 

d) para juru tulis untuk mendokumentasikan semua hal yang berlangsung di 

antara pihak-pihak yang berperkara, termasuk dakwaan yang ditujukan 

kepada mereka atau gugatan yang mereka ajukan; 

e) para saksi, yang bertugas untuk menyaksikan hak yang  ditetapkan oleh 

Nadhir al-Maza>lim dan keputusan hukum yang ia putuskan. 

Apabila para anggota majelis sidang peradilan al-Maza>lim tersebut telah 

lengkap, Nadhir al-Maza>lim baru memualai tugasnya dalam menangani perkara-

perkara al-Maza>lim yang ada. 

4. Perbedaan al-Maza>lim dan Qadha 

Ada beberapa perbedaan antara Wila>yah al-Maza>lim dan Qadha sebagaimana 

yang dikemukakan oleh al-Mawardi dalam kitabnya ‚al-Ahkam as-

Sulthaniyyah‛, yakni sebagai berikut:
29

 

a) Nadhir al-Maza>lim mempunyai kewibawaan, kegagahan, dan kekuasaan 

yang lebih besar dari yang dimiliki hakim dalam rangka menegakkan 

hukum dan mencegah kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa; 

b) Nadhir al-Maza>lim menangani kasus yang berada di luar wilayah 

kewajibannya, dia menangani kasus yang masuk dalam wilayah jawaz 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi Wila>yah al-Maza>lim lebih 

luas dari yang dimiliki oleh qadha; 

                                                 
29 H. A. Basiq Djalil, Peradilan Islam (Jakarta: AMZAH, 2012), 120-121. 
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c) Nadhir al-Maza>lim boleh melakukan intimidasi terhadap pihak-pihak yang 

bersengketa dan melakukan penyelidikan yang mendalam atas sebab-

sebab dan indikasi-indikasi lainnya. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan 

oleh hakim demi memperoleh kebenaran asasi dan menunjukkan 

kebatilan; 

d) Nadhir al-Maza>lim bertugas mendidik dan meluruskan orang-orang yang 

berbuat zalim, sedangkan tugas hakim adalah menghukumnya; 

e) Nadhir al-Maza>lim diperbolehkan terlambat dalam membuat keputusan 

karena ia perlu meneliti sebab-sebab timbulnya persengketaan secara 

mendalam demi memperoleh kebenaran materil, dan hal ini tidak 

dilakukan oleh hakim, Nadhir al-Maza>lim juga boleh menunda penetapan 

hukum, sedang hakim tidak boleh menunda-nunda penetapan hukum; 

f) Nadhir al-Maza>lim diperbolehkan menolak salah satu pihak yang 

bersengketa apabila dia tidak bersedia menegakkan amanat kebenaran 

dalam rangka menyelesaikan persengketaan yang mendatangkan kepuasan 

antara kedua belah pihak, sedang hakim tidak boleh menolak salah satu 

pihak, kecuali berdasarkan keputusan bersama; 

g) Nadhir al-Maza>lim boleh melakukan penahanan terhadap pihak-pihak 

yang bersengketa jika diketahui adanya usaha penentangan dan 

kebohongan, dan dia diperbolehkan meminta jaminan bagi dirinya dalam 

melakukan keadilan dan meninggalkan penentangan dan kebohongannya, 

sedang hakim tidak diperbolehkan melakukan hal terebut; 
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h) Nadhir al-Maza>lim diperbolehkan mendengarkan saksi yang 

kredibilitasnya masih diragukan. Hal ini tidak boleh dilakukan oleh 

hakim, dia hanya diperbolehkan mendengarkan para saksi yang adil; 

i) Nadhir al-Maza>lim diperbolehkan menyuruh para saksi untuk 

mengucapkan sumpah jika dia merasa ragu terhadap mereka, sedang hal 

ini tidak boleh dilakukan oleh para hakim; 

j) Nadhir al-Maza>lim diperbolehkan memulai peradilan dengan memanggil 

para saksi guna dimintai keterangan mengenai apa yang diketahuinya 

dalam masalah yang sedang dipersengketakan, sedang kebiasaan yang 

dilakukan hakim adalah meminta kepada penuntut untuk mengajukan 

bukti yang menguatkan dakwaannya. 

Dari uraian di atas terlihat bahwa Wila>yah al-Maza>lim pada masa tersebut 

tidak pernah lepas dari perhatian para khalifah. Hal ini menunjukkan telah ada 

hubungan yang demokratis dan adil antara rakyat dan penguasa. 

 

F. Teori Maslahah dalam Fiqh Siyasah 

Fiqh siyasah merupakan bagian dari hukum Islam yang salah satu objek 

kajiannya mengenai kekuasaan. Secara sederhana bidang kajiannya meliputi 

hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan keuangan 

negara. Fiqh siyasah mengkaji hubungan antara  rakyat dan pemimpin-
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pemimpinnya sebagai penguasa dalam ruang lingkup satu negara atau antar 

negara, serta kebijakan-kebijakannya baik nasional maupun internasional.
30

 

Hukum islam itu sendiri ditetapkan tidak lain adalah untuk kemaslahatan 

manuasia di dunia dan di akhirat. Sehingga pada dasarnya hukum islam itu 

dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu maupun kolektif, memelihara 

aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan 

menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan 

peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi seluruh 

manusia.
31

 

Terdapat beberapa kaidah fiqh yang kemudian dijadikan pegangan dalam 

bidang kajian fiqh siyasah, yang tidak lain tujuannya pun sebagaimana tujuan 

penetapan hukum Islam yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. 

Kadiah-kaidah fiqh dalam bidang fiqh siyasah diantaranya adalah: 

1. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada 

kemaslahatan. 

فُ ا   طُ تصََرُّ عِيةَِ مَنىُ  لحََةِ لإمَامِ عَلىَ ا لرَّ باِ لمَص   

‚kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung 

kepada kemaslahatan‛ 

                                                 
30 Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”, Madania, No. 1, 

Vol. XVII, (Juni, 2014), 104. 
31 Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”, Sultan Agung, No. 118, 

Vol. XLIV, (Juni-Agustus, 2009), 121. 
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Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada 

kemaslahatan rakyat, bukan hanya mengikuti keinginan hawa nafsunya belaka. 

Setiap kebijakan yang yang direncanakan, dilaksanakan dan diorganisasikan 

harus mengandung maslahat dan manfaat bagi rakyat. Sebaliknya, kebijakan 

yang hanya akan mendatangkan mudarat bagi rakyat harus dijauhi dan dihindari. 

Pada dasarnya sebuah negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik 

masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan 

manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam 

masyarakat itu. Dengan adanya negara yang merupakan organisasi dalam suatu 

wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan 

kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. 

Kehidupan bernegara merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia yang 

bermasyarakat guna mewujudkan keteraturan dan agar mampu merealisasikan 

kepentingan bersama dalam bermasyarakat. Karena dengan adanya negara dan 

perangkatnya, mereka dapat memaksakan sesuatu keinginan bersama demi 

kebaikan dan kemaslahatan bersama pula.
32

 

Negara merupakan alat untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai 

ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia. Di samping itu, negara 

juga didirikan untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan satu orang 

atau golongan terhadap orang atau golongan lain. Negara mempunyai kekuatan 

dan kekuasaan memaksa agar peraturan-peraturan yang dibuat dapat dipatuhi 

                                                 
32 M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, ( Yogyakarta: UII Presss, 

2000), 87. 
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sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Namun demikian, 

negara sendiri bukanlah tujuan dalam Islam, melainkan hanyalah sebagai alat 

atau sarana dalam mencapai tujuan kemaslahatan manusia.
33

 

2. Menegakkan hak atau kebenaran dan kemaslahatan 

قِهاَ وَمَصَالهِاَ مُ فيِ كُلِّ وِلايَةٍَ مَن  هىَُ أق دَمُ عَلىَ ا لقِياَمِ بحُِقىُ   يقُدََّ

‛didahulukan dalam setiap kekuasaan, orang yang berani 

menegakkan hak atau kebenaran atau kemaslahatan‛ 

Setiap pemimpin harus tegas dan berani dalam mengambil keputusan yang 

mengandung kemaslahatan. Setiap orang beriman mempunyai kewajiban untuk 

menunaikan amanat yang menjadi tanggungjawabnya, baik amanat itu dari 

Tuhan atau dari sesama manusia. Kewajiban para pejabat untuk menunaikan 

amanat yang diberikan kepada mereka, yaitu kekuasaan politik.
34

 

Sorang pemimpin dalam sebuah kekuasaan politik mempunyai tanggungjawab 

terhadap rakyatnya. Tanggungjawab ini termasuk dalam penegakan hak-hak 

rakyat, penegakan kebenaran, serta kemaslahatan. Oleh karenanya dalam setiap 

kewenangan yang dimiliki dari kekuasaan politik, diharapkan seorang pemimpin 

dapat bertindak tegas dan berani dalam mengambil keputusan untuk menjamin 

tegaknya hak-hak rakyat yang mengandung kemaslahatan\. 

                                                 
33 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah,  (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 136. 
34 Abdul Mu’in Salim, Fiqh Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an, ( Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 1995), 201. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG JUDICIAL REVIEW  PERPU OLEH 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

A. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Keberadaan Mahkamah Konstitusi secara historis tidak dapat dilepaskan dari 

konsep dan fakta mengenai judicial review, yang sejatinya menjadi kewenagan 

paling utama dari Mahkamah Konstitusi. Ada empat peristiwa/momen penting 

yang secara historis patut untuk dicermati, yang peristiwa/momen tersebut 

menjadi pertimbangan untuk diakomodirnya ketentuan mengenai Mahkamah 

Konstitusi dalam UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut yang kemudian 

mengharuskan dibentuknya lembaga negara yang melengkapi kekuasaan 

kehakiman, yakni Mahkamah Konstitusi. Empat peristiwa/momen bersejarah 

tersebut antara lain kasus Madison vs Marbury di Amerika Serikat, ide Hans 

Kelsen di Austria, gagasan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI, dan 

perdebatan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR) pada 

sidang amandemen UUD NRI 1945.
35

 

Sejarah judicial review muncul pertama kali di Amerika Serikat melalui 

putusan pengadilan (Supreme Court) Amerika Serikat dalam perkara ‛Marbury 

vs Madison‛ pada tahun 1803. Meskipun konstitusi Amerika Serikat tidak 

memberikan kewenangan judicial review, Supreme Court Amerika Serikat 

                                                 
35 Jenedjri M. Gaffar, ‚Kedudukan Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Republik Indonesia‛, (Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 17 

Oktober, 2009), 3. 
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membuat putusan yang bersejarah. Hakim Agung (Chief Justice) John Marshall 

menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang 

bertentangan dengan konstitusi. Dan putusan tersebut akhirnya didukung oleh 

empat hakim agung lainnya, bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-

undang yang bertentangan dengan konstitusi. Kasus ini kemudian menjadi 

preseden dalam sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat, yang kemudian 

berpengaruh besar terhadap pemikiran dan praktik hukum di banyak negara. 

Semenjak itulah banyak undang-undang negara bagian yang dinyatakan 

bertentangan dengan konstitusi oleh Supreme Court.36
 

Pembentukan Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) sebagai sebuah 

institusi/lembaga tersendiri diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Kelsen yang 

merupakan pakar dan guru besar Hukum Publik dan Administrasi University of 

Vienna itu menyatakan bahwa pelaksanaan aturan yang konstitusional suatu 

peraturan perundang-undangan dapat secara efektif dijamin hanya ketika ada 

lembaga selain lembaga legislatif yang diberikan kewenangan dan tugas untuk 

menguji apakah suatu produk hukum konstitusional atau tidak. Apabila 

dinyatakan produk hukum dari lembaga legislatif tidak konstitusional maka 

berakibat tidak mempunyai keberlakuan. Untuk kepentingan demikian, menurut 

Kelsen perlu dibentuk institusi/lembaga pengadilan berupa Constitutional Court, 

yang akan melakukan pengawasan konstitusionalitas undang-undag yang dapat 

juga diberikan kepada pengadilan biasa. Pemikiran Kelsen mendorong 

                                                 
36 Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), 1-2. 
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Verfassungsgerichtshoft di Austria yang berdiri sendiri di luar Mahkamah 

Agung, inilah Mahkamah Konstitusi pertama kali di dunia.
37

 

Gagasan Mohammad Yamin untuk membentuk lembaga yang berwenang 

menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi (constitutioneele 

geschil/constitutional disputers) menjadi momen yang perlu diingat dalam 

sejarah ketatanegaraan kita. Gagasan Yamin berawal dari pemikiran perlunya 

diberlakukan suatu materieele toetsingrecht (uji materi) terhadap undang-

undang. Dalam sebuah rapat BPUPKI, Yamin mengusulkan agar Mahkamah 

Agung diberi kewenangan ‚membanding‛ undang-undang. Namun usulan Yamin 

disanggah oleh Soepomo dengan empat alasan bahwa (i) konsep dasar yang 

dianut dalam UUD NRI 1945 yang tengah disusun bukan merupakan konsep 

pemisahan kekuasaan (separation of power) melainkan konsep pembagian 

kekuasaan (distribution of power), (ii) tugas hakim adalah menerapkan undang-

undang, bukan menguji undang-undang, (iii) kewenangan hakim untuk 

melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan (iv) sebagai negara yang baru 

merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman 

mengenai judicial review. Akhirnya, ide itu urung diadopsi dalam UUD NRI 

1945.
38

 

Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi kemudian mengemuka dalam 

sidang kedua PAH I BP MPR, pada Maret-April tahun 2000. Awalnya 

                                                 
37 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta: 

Konpress, 2005), 29. 
38 Ibid. 
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Mahkamah Konstitusi akan ditempatkan dalam lingkungan Mahkamah Agung 

dengan kewenangan melakukan uji materil atas undang-undang, memberikan 

putusan atas pertentangan antar undang-undang, serta kewenangan lainnya yang 

diberikan undang-undang. Usulan lain memberikan kewenangan Mahkamah 

Konstitusi memberikan putusan terhadap sengketa kewenangan antar lembaga 

negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah 

daerah. Serelah melewati perdebatan panjang, pembahasan mendalam, serta 

dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional undang-undang di berbagai 

negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum 

tata negara, rumusan mengenai pembetukan Mahkamah Konstitusi diakomodir 

dalam Perubahan Ketiga UUD NRI 1945. Hasil Perubahan Ketiga UUD NRI 

1945 merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah 

Konstitusi dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI 1945. Akhirnya 

sejarah Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimulai, 

tepatnya setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 dalam Pasal 24 

ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B pada 9 November 2001.
39

 

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi, yaitu sisi 

politik dan sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah 

Konstitusi diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembetukan undang-

undang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Hal 

ini menjadi penting agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani 

mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. 

                                                 
39 Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), 8-9. 
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Serta pergeseran sistem ketatanegaraan yang tidak lagi menganut sumpremasi 

MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. 

Karenanya memungkinkan muncul sengketa antar lembaga negara yang 

memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannnya. Lembaga yang paling 

sesuai adalah Mahkamah Konstitusi.
40

 

Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu 

konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, 

prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pasal 1 

UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang 

berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai secara geografis dan 

penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki 

adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan 

dengan adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu 

UUD NRI 1945.
41

 

Di dalam UUD NRI 1945 juga menyatakan bahwa negara Indonesia 

berbentuk republik. Dalam negara republik penyelenggaraan negara dimaksudkan 

untuk kepentingan seluruh rakyat melalui sistem demokrasi, yaitu pemerintahan 

dari , oleh, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan negara harus merupakan wujud 

kehendak seluruh rakyat yang termanisfestasikan dalam konstitusi. Oleh karena 

itu segenap penyelenggaraan negara harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi 

yang dikenal dengan supremasi konstitusi. 

                                                 
40 Ibid, 7. 
41 Ibid, 7. 
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Prinsip supremasi konstitusi juga diterima sebagai bagian dari prinsip negara 

hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum merupakan penyataan UUD NRI 

1945 Pasal 1 ayat (3). Hukum adalah satu kesatuan sitem yang hierarkis dan 

berpuncak pada konstitusi. Sehingga sistem hukum yang dibangun dari jenjang 

yang lebih rendah pun tetap dalam koridor konstitusi. Oleh karena itu supremasi 

hukum juga sebenarnya adalah supremasi konstitusi.
42

 

Prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yang 

menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian konstitusi menjadi penentu 

bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam 

penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan 

oleh konstitusi itu sendiri. Konstitusi juga menentukan substansi yang harus 

menjadi orientasi sekaligus sebagai batas penyelenggaraan negara, yaitu 

ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang 

perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya adalah tanggung jawab negara. 

Agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar, maka 

harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak bertentangan 

dengan konstitusi itu sendiri dengan memberikan wewenang pengujian serta 

membatalkan jika memang ketentuan hukum dimaksud bertentangan dengan 

konstitusi. Pengujian ini sangat diperlukan karena aturan hukum undang-undang 

itulah yang akan menjadi dasar penyelenggaraan negara. Salah satu ukuran yang 

                                                 
42 Ibid, 8. 
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paling mendasar adalah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak 

konstitusional yang ditentukan dalam UUD NRI 1945. 

Ide pembentuakan Mahkamah Konstitusi juga merupakan pengaruh dari 

perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada 

abad ke-20. Di negara-negara yang tengah mengalami tahapan perubahan dari 

otoritarian menuju demokrasi, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi 

diskursus penting. Krisis konstitusional biasanya menyertai perubahan menuju 

rezim demokrasi, dalam proses perubahan itulah Mahkamah Konstitusi dibentuk. 

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi juga dilandasi upaya serius 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan 

semangat penegakan konstitusi sebagai grundnorm atau highest norm, yang 

artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak 

boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi 

merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (the sovereignity of the people) 

kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat pernyataan kerelaan 

pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh sebab itu konstitusi harus 

dikawal dan dijaga, sebab bentuk penyimpangan baik oleh pemegang kekuasaan 

maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud 

nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat. 

Ide demikian melandasi pembentkan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. 

Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui konstitusi harus dijaga dan dikawal. 

Harus diakui berbagai pengalaman terkait permasalahan konstitusi dan 

ketatanegaraan sejak awal Orde Baru telah terjadi. Carut marut peraturan 
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perundang-undangan selain didominasi oleh hegemoni eksekutif, terutama 

semasa Orde Baru menuntut keberadaan sebuah lembaga pengawal konstitusi 

sekaligus pemutus judicial review (menguji bertentangan atau tidaknya undang-

undang terhadap konstitusi). 

 

B. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi 

Secara umum kekuasaan dalam sebuah negara terdiri dari kekuasaan 

eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Meskipun dalam 

perkembangannya kelembagaan negara tidak selalu hanya terbatas dalam tiga 

kekuasaan tersebut. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai 

kekuasaan kehakiman.
43

 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945]. Dengan demikian, 

kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan 

kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain yaitu Mahkamah 

Agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara dari cabang kekuasaan yang 

berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan 

                                                 
43 Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), 9. 
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kekuasaan. Lembaga-lembaga negara dari cabang kekuasaan lain misalnya 

Presiden, MPR, DPR, DPD, dan BPK. 

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki 

oleh Mahkamah Konstitusi adalah peradilan untuk menegakkan hukum dan 

keadilan. Fungsi Mahkamah Konstitusi yang lebih spesifik dapat ditelusuri dari 

latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi dan 

konstitusi.  Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam 

peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak 

hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip 

dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, 

perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga 

negara. 

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan 

bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara 

ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga 

konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak 

rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga 

dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang timbul 

karena tafsir ganda atas konstitusi.
44

 

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan 

konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi 

                                                 
44 A. Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat 

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 119. 
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merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini 

setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah 

Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal 

konstitusi (the guardian of the constitution), penafsir final konstitusi (the final 

interpreter of the constitution), pelindung hak asasi manusia (the protector of 

human rights), pelindung hak konstitusional warga (the prtector of the citizen’s 

constitutional rights), dan pelindung demokrasi (the protector of democracy).
45

 

Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam 

Pasal 24C UUD NRI 1945 pada ayat (1) dan (2) yang dirumuskan sebagai 

wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi: 

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 

2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 

3. memutus pembubaran partai politik; 

4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan 

atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945. Kewenangan dan 

kewajiban Mahkamah Konstitusi ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya pada Pasal 10. 

 

 

                                                 
45 Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), 10. 
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C. Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi 

Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan 

subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan waktu 

pengujian. Dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian, pengujian dapat 

dilakukan oleh hakim (toetsingsrecht van der rechter atau judicial review), 

pengujian oleh lembaga legislatif (legislative review), dan pengujian oleh 

lembaga eksekutif (executive review).
46

 

Objek pengujian judicial review oleh Mahkamah Konstitusi adalah Undang-

Undang. Judicial review menurut Jimly Asshiddiqie merupakan upaya pengujian 

oleh lembaga judicial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang 

kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dalam rangka penerapan prinsip 

checks and balances berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan (separation of 

power). 

Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, salah 

satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang 

terhadap UUD NRI 1945. Kemudian dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa, ‚Undang-Undang adalah Peraturan 

Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan 

persetujuan bersama Presiden‛. 

Baik dalam kepustakaan maupun dalam praktik dikenal adanya 2 (dua) 

macam hak menguji (toetsingsrecht), yakni hak menguji formal (formale 

                                                 
46 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), 2-3 
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toetsingsrechti) dan hak menguji material (materiele toetsingsrecht). Dalam 

pembahasan perubahan UUD NRI 1945, istilah menguji material juga menjadi 

wacana, akan tetapi setelah menyadari bahwa istilah ini menjadi sangat sempit 

karena tidak termasuk pengujian formal, maka perumus UUD NRI 1945 

menggunakan istilah ‚menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar‛ 

tanpa pencantuman kata ‚material‛.
47

 

Sri Soemantri menjelaskan bahwa yang dimaksud hak menguji formal adalah 

wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti Undang-Undang 

misalnya, terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah 

ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah 

tidak. Sedangakan Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa secara umum, yang 

dapat disebut sebagai pengujian formal (formeele toetsing) tidak hanya 

mencakup proses pembentukan Undang-Undang dalam arti sempit, tetapi juga 

mencakup pengujian mengenai aspek bentuk Undang-Undang, dan pemberlakuan 

Undang-Undang. Juga dijelaskan bahwa pengujian formal biasanya terkait soal-

soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang 

mebuatnya.
48

 

Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian material, dalam ketentuan 

tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi 

muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap 

                                                 
47 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang di Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 133. 
48 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), 62-63. 
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bertentangan dengan UUD NRI 1945. Diatur lebih khusus dalam Pasal 4 ayat (2) 

PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian 

Undang-Undang yang mengatur bahwa, ‚Pengujian material adalah pengujian 

Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, 

dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 

1945‛. 

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pengujian material berkaitan dengan 

kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang 

lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu 

aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Misalnya, 

berdasarkan prinsip lex specialis derogate legi generalis, maka suatu peraturan 

yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetep berlaku oleh hakim, meskipun isinya 

bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu 

peraturan dapat pula oleh hakim dinyatakan oleh hakim tidak berlaku jakalau 

materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan 

dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip lex superiori 

derogate legi inferiori. 

Maruar Siahaan menjelaskan bahwa pengujian Undang-Undang terhadap 

UUD NRI 1945 tidak dapat hanya dilakukan terhadap pasal tertentu saja akan 

tetapi UUD NRI 1945 harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari 

Pembukaan dan Batang Tubuh.
49

 Dalam hal salah satu pasal atau pasal-pasal 

tertentu menyebabkan Undang-Undang secara keseluruhan tidak dapat 

                                                 
49 Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Konstitusi 

Press, 2005), 29. 
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dilaksanakan karenanya, maka tidak hanya pada ayat, pasal, dan/atau bagian 

Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, akan 

tetapi keseluruhan Undang-Undang tersebut yang dinyatakan bertentangan 

dengan UUD NRI 1945. Seperti pada putusan nomor 01-021-022/PUU-I/2003 

perihal Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. 

 

D. Hubugan Negara Hukum dengan Judicial Review 

1. Negara Hukum 

Dalam sejarahnya orang terus mencari arti negara hukum. Plato dan 

Aristoteles dikenal sebagai orang yang mula-mula mencetuskan konsep negara 

hukum. Plato mengemukakan konsep nomoi sebagai cikal bakal negara hukum. 

Sedangkan Aristoteles mengungkapkan konsep polis (diartikannya sebagai 

negara) yang dipahami sebagai pemerintahan dalam sebuah negara bukanlah 

manusia, namun pikiran yang adil, dan kesusilaan yang menentukan baik 

buruknya suatu hukum.
50

 Ide negara hukum Aristoteles tampaknya erat dengan 

keadilan, bahkan negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila keadilan 

telah tercapai. 

Negara hukum diartikan sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai 

dasar kekuasaan negara, dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala 

bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam negara hukum segala 

sesuatu harus dilakukan menurut hukum. Negara hukum menentukan bahwa 

                                                 
50 Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, Asas-Asas Hukum Tata Negara, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1983), 109. 
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pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang tunduk pada 

pemerintah.
51

 

Berdasarkan wilayah tradisi hukumnya, konsep negara hukum dibedakan 

menjadi dua macam, yakni konsep negara hukum rechtsstaat dan konsep negara 

hukum the rule of law. Bagi konsepsi negara hukum rechtsstaat penegakan 

hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang, bahwa 

hukum identik dengan undang-undang sehingga ada kepastian hukum. Sedangkan 

bagi konsepsi negara hukum the rule of law, penegakan hukum bukan berarti 

penegakan hukum tertulis saja, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan 

hukum, sehingga penegakan hukum tidak hanya menurut undang-undang belaka, 

bahkan hukum tertulis sangat mungkin untuk disimpangi oleh hakim manakala 

dirasa tidak memenuhi rasa keadilan hukum.
52

 

Menurut Friedrick Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum (rechtsstaat) adalah 

sebagai berikut:
53

 

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia; 

2. Pemisahan/pembagian kekuasaan; 

3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang ada; 

4. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. 

                                                 
51 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 21. 
52 Mukhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum, (Malang: Banyu Media Publishing, Cerakan ke-2, 2005), 

7. 
53 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: 

Buana Ilmu, 2007), 311. 
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Sedangkan menurut Albert Venn Dicey yang mewakili kalangan ahli hukum 

Anglo Saxon, memberikan ciri utama sebagai unsur-unsur negara hukum the rule 

of law, yaitu:
54

 

1. Supremasi hukum; 

2. Setiap orang sama di depan hukum; 

3. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan. 

Sehingga makna dari suatu negara hukum adalah jika seseorang mempunyai 

hak terhadap negara yang diakui oleh undang-undang dan harus direalisasikan, 

maka kekuasaan negara harus dipisahkan atas berbagai kekuasaa, yakni badan 

pembuat undang-undang, badan penyelenggara, dan badan peradilan. Hal ini 

menjadi salah satu pertimbangan bagi lahirnya peradian konstitusi yang di 

Indonesia dipergunakan istilah Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk 

membatasi tindakan pemerintah yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan 

kewenangan untuk menuju kepada pemenuhan keadilan bagi masyarakat.
55

 

Professor Ultrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara 

hukum klasik dengan negara hukum material atau negara hukum modern. Negara 

hukum formil bersifat formil dan sempit, yaitu peraturan perundang-undangan 

tertulis. Sedangkan negara hukum material mencakup pengertian keadilan di 

dalamnya. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam 

konsepsi negara hukum, keadilan tidak serta merta akan terwujud secara 

substantif, karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat 

dipengaruhi oleh aliran hukum yang dianut oleh masing-masing orang. Karena itu 

                                                 
54 Ibid. 
55 Miriam Budihardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Jakarta, 1983), 60. 
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disamping istilah the rule of law, oleh Friedman juga dikembangkan istilah the 

rule of just law untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang the rule 

of law tercakup pengertian keadilan yang lebih essensial daripada sekedar 

memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Karena jika 

hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-

undangan semata, maka pengertian negara hukum yang dikembangkan juga 

bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif.
56

 

Dalam UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara 

hukum. Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip 

supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan 

kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945, 

adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945, adanya 

prinsip peradilan yang bebeas dan tidak memihak yang menjamin persamaan 

setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang 

termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam 

paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam 

penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan 

negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip ‚the rule of law, and not of 

man‛, yang sejalan dengan pengertian ‚nomocratie‛, yaitu kekuasaan yang 

dijalankan oleh hukum. 

Dalam negara hukum yang demikian, perlu diadakan jaminan bahwa hukum 

itu dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip 

                                                 
56 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta: Sekretariat  Jenderal 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 9. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64 

 

 

 

supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari 

kedaulatan rakyat. Sehingga prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan 

dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat 

(democratische rechtsstaat). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan 

dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka. Prinsip negara 

hukum tidak boleh ditegakkan dengan mangabaikan prisnsip-prinsip demokrasi 

yang diatur dalam UUD NRI 1945 yang diimbangi dengan penegasan bahwa 

negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau 

demokratis (democratische rechtsstaat).57
 

2. Judicial Review Sebagai Salah Satu Mekanisme Perlindungan HAM 

UUD NRI 1945 memberikan pengakuan dan jaminan atas HAM. Pengakuan 

dan jaminan atas HAM akan dapat dilanggar karena alasan dan kepentingan 

tertentu, terutama terkait dengan kepentingan politik jangka pendek pembentuk 

undang-undang. Terkait hal ini Jeremy Weldron dalam The Dignity of 

Legislation menegaskan that legislation and legislatures have a bad name in legal 

and political philosophy, a name sufficiently disreputable to cast doubt on their 

credentials as respectable soure of law.
58

 

Berbagai regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pembuat regulasi atau 

kebijakan berpeluang besar mengandung unsur pelanggaran. Peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh primary legislator, dalam hal ini adalah 

DPR dan pemerintah berupa undang-undang, maupun secondary legislator tidak 

                                                 
57 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta: Sekretariat  Jenderal 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 56. 
58 Saldi Isra, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, 

Jurnal Konstitusi, No. 3, Vol. 11, (September, 2014), 419. 
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selalu peka terhadap HAM. Terkadang kebijakan dikeluarkan secara sewenang-

wenang, sehingga berpotensi untuk terjadinya pelanggar hak asasi manusia. 

Terhadap kemungkinan pelanggaran tersebut UUD NRI 1945 memberikan ruang 

bagi setiap warga negara yang merasa haknya dilanggar untuk mengujinya 

melalui mekanisme judicial review kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah 

Konstitusi.
59

 

Mahkamah Konstitusi memiliki hak atau wewenang untuk melakukan uji 

materiil terhadap peraturan perundang-undangan. Sri Soemantri mengemukakan 

hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian 

menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu 

kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.
60

 

3. Judicial Review Sebagai Salah Satu Mekanisme Menegakkan Supremasi 

Hukum 

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum yakni 

bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. 

Supremasi hukum (supremacy of law) pada hakikatnya pemimpin tertinggi 

negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang 

mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif terhadap supremasi 

hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau 

                                                 
59 Ibid. 
60 Sri Soemantri, Hak Uji Material di Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni, 1997), 11. 
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konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin 

dalam perilaku sebagian besar masyarakat bahwa hukum itu memang supreme.
61

 

Konsep kenegaraan kita antara lain menentukan bahwa pemerintahan 

Indonesia menganut paham konstitusionalisme (constitutionalism), suatu 

pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang termuat dalam 

konstitusi. Dalam negara yang bersistem konstitusional atau berhukum dasar, 

terdapat suatu hierarki peraturan perundang-undangan, diman undang-undang 

dasar berada di puncak piramida, sedang ketentuan-ketentuan lain berada di 

bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.
62

 

UUD NRI 1945 adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam 

system ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian dalam hal suatu undang-

undang yang berada di bawah kedudukan UUD NRI 1945 haruslah berkiblat pada 

UUD NRI 1945, dan secara material tidak boleh bertentangan dan tau 

menyimpang daripadanya. Demikian juga dalam praktik penyelenggaraan negara 

haruslah mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI 

1945. Praktik penyelenggaraan negara yang tidak berdasarkan UUD NRI 1945 

adalah inkonstitusional dan harus dicegah. Sehingga dapat dipahami bahwa baik 

secara tersirat maupun tersurat UUD NRI 1945 menghendaki tegaknya 

supremasi hukum dalam negara kita. 

Sementara itu judicial review yang menjadi kewenangan Mahkamah 

Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, 

                                                 
61 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta: Sekretariat  Jenderal 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 123-124. 
62 Dahlan Thaib, “Penegakan Prinsip-Prinsip Supremasi Hukum”, Jurnal Hukum, No. 6, Vol. 3, 

(1996), 22-23. 
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sebagaimana termuat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Judicial review 

oleh Mahkamah Konstitusi menguji apakah secara material Undang-Undang 

bertentangan atau tidak dengan UUD NRI 1945. Apabila bertentangan maka 

materi Undang-Undang dinyatakan inkonstitusional, dan tidak berlaku/tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Oleh sebab itu judicial review yang 

dilakukan Mahkamah Konstitusi adalah dalam rangka menegakkan supremasi 

hukum, untuk menjaga agar secara material Undang-Undang tidak bertentangan 

dengan konstitusi. 

 

E. Penafsiran Konstitusi 

Istilah penafsiran konstitusi merupakan terjemahan dari constitutional 

interpretation. Penafsiran konstitusi merupakan penafsiran terhadap ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar, disebut 

juga interpretation of the Basic Law. Penafsiran konstitusi menjadi hal yang 

tidak terpisahkan dari aktivitas judicial review.
63

 

Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran yang 

digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (rechstvinding) 

berdasarkan konstitusi atau Undang-Undnag Dasar yang digunakan atau 

berkembang dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Metode penafsiran 

diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun 

dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. 

                                                 
63 Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 63-64. 
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Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan bahwa interpretasi atau 

penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi 

penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah 

dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Panafsiran oleh hakim 

merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat 

diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. 

Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-

undang. Pembenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan 

yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.
64

 

Ada 2 (dua) teori penemuan hukum, yaitu; (1) penemuan hukum heteronom; 

dan (2) penemuan hukum otonom. Penemuan hukum heteronom terjadi pada saat 

hakim dalam memutus perkara dan menetapkan hukum menganggap dirinya 

terikat pada kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya. Diandaikan 

bahwa makna atau isi dari kaidah pada prinsipnya dapat ditemukan dan 

ditetapkan secara objektif, atau setidaknya dapat ditetapkan dengan cara yang 

sama oleh setiap orang. 

Penemuan hukum otonom artinya menunjuk pada kontribusi pemikiran 

hakim. Hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode-

metode interpretasi yang sesuai dengan model penemuan hukum legistik atau 

melalui metode-metode interpretasi yang baru seperti metode interpretasi 

teleologikal dan evolutif-dinamikal dimana hakim menetapkan apa tujuan, 

rentang jangkauan atau fungsi dari suatu kaidah hukum, kepentingan-

                                                 
64 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 1993), 13. 
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kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh kaidah hukum itu, dan apakah 

kepentingan tersebut benar terlindungi apabila kaidah hukum itu diterapkan ke 

dalam suatu kasus konkret dalam konteks kemasyarakatan yang aktual. Metode 

interpretasi teleologikal dan evolutif-dinamikal ini juga memberikan kepada 

hakim alternatif kemungkinan untuk menelaah apakah makna yang pada suatu 

saat secara umum selalu diberikan pada suatu kaidah hukum tertentu masih 

sesuai dengan perkembangan aktual masyarakat. 

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum 

(rechtsvinding), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki 

karakter logikal. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran 

oleh hakim merupakan penjelaan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang 

dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa 

yang konktit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui 

makna undang-undang. 

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Fitzgerald mengemukakan, secara 

garis besar interpretasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu; (1) 

interpterasi harfiah; dan (2) interpretasi fungsional. Interpretasi harfiah 

merupakan interpretasi yang semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari 

peraturan sebagai pegangannya. Dengan kata lain, interpretasi harfiah merupakan 

interpretasi yang tidak keluar dari litera legis. Interpretasi fungsional disebut 

juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak 

mengaitkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (litera 

legis). Dengan demikian penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud 
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sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang 

dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.
65

 

Selain itu, metode interpretasi berdasarkan hasil penemuan hukum 

(rechtsvinding) dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu; (1) metode penafsiran 

restriktif; dan (2) metode penafsiran ekstensif. Interpretasi restriktif adalah 

penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Untuk menjelaskan suatu 

ketentuan undang-undang, ruang lingkup ketentuan itu dibatasi. Prinsip yang 

digunakan dalam metode penafsiran ini adalah prinsip lex certa, bahwa suatu 

materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau 

ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (lex 

stricta), atau dengan kata lain suatu ketentuan perundang-undangan tidak dapat 

diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan 

perundang-undangan. Sedangkan interpretasi ekstensif adalah penjelasan yang 

bersifat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal. 

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasikan beberapa metode 

interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim pengadilan sebagai berikut:
66

 

(1) interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa; 

(2) interpretasi teleologis atau sosiologis; 

(3) interpretasi sistematis atau logis; 

(4) interpretasi historis; 

(5) interpretasi komparatif atau perbandingan; 

                                                 
65 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 95. 
66 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 1993), 19-20. 
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(6) interpretasi futuristis. 

Berikut penjelasan beberapa metode interpretasi yang lazim digunakan oleh 

hakim pengadilan: 

1. Interpretasi Gramatikal 

Interpretasi gramatikal atau interpretasi menurut bahasa ini memberikan 

penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna 

terhadap sesuatu objek. Sulit dibayangkan, hukum ada tanpa adanya bahasa, 

hukum positif itu ada hanya karena kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa. 

Hukum sebagai sistem konseptual hanya dapat memperoleh bentuk dalam pikiran 

manusia adalah karena bahasa yang digunakan untuk berbicara. Bahasa 

merupakan salah satu faktor kunci untuk bagaimana kita dapat mengetahui 

sengketa hukum (legal disputes) yang sebenarnya dikonstruksikan oleh hakim 

pengadilan. Law and fact, dan law and language, hukum dan fakta, serat hukum 

dan bahasa merupakan 2 (dua) variabel kunci untuk memahami sengketa hukum 

di peradilan. The legal process in intrinsically bound up with language, bahwa 

proses hukum secara intrinsik diikat dengan bahasa.
67

 

Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran objektif 

merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk 

mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut 

bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah 

lebih jauh sedikit dari sekedar membaca undang-undang. Dari sini arti atau 

makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang 

                                                 
67 Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 70. 
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umum. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari 

undang-undang. Interpretasi menurut bahasa ini juga harus logis. 

Terdapat 3 (tiga) pendekatan contextualism yang dapat digunakan dalam 

metode penafsiran ini, yaitu:
68

 

(1) noscitur a socis, yaitu arti suatu perkataan harus dimulai dari ikatannya 

dalam kumpulan-kumpulannya; 

(2) ejusdem generis, asas ini mengandung makna of the same class. Jadi 

suatu perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang 

sama. 

(3) expressum facit cassare tacitum, yaitu bahwa kata-kata yang 

dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian mengenai maksud dari 

suatu perundang-undangan. Misalnya, apabila di muka peraturan telah 

telah memerinci tentang ‘pedagang, tenaga terampil, pekerja atau orang 

lain apapun’, maka kata ‘orang lain apapun’ harus diartikan dalam 

kategori orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya itu. 

2. Interpretasi teleologis atau sosiologis 

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila makna undang-undang 

ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis ini 

undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau tidak sesuai lagi, 

diterapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, 

tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya Undang-

Undang tersebut dikenal atau tidak. Di sini peraturan perundang-undangan 

                                                 
68 Ibid, 71. 
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disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Jadi peraturan hukum 

yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang 

lama dibuat aktual.
69

 

3. Interpretasi sistematis atau logis 

Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan 

perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri 

lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-

undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. 

Manafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-

undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut 

dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis. 

Dalam praktik di Mahkamah Konstitusi jenis penafsiran ini juga digunakan. 

Mahkamah Konstitusi pernah menggunakan penafsiran ini dalam putusannya 

Nomor 005/PUU-IV/2006 dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa ditinjau secara 

sistematis dan dari penafsiran original intent perumusan ketentuan UUD NRI 

1945 maka ketentuan mengenai Komisi Yudisial dalam Pasal 24B memang tidak 

berkaitan dengan ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam 

Pasal 24C. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial 

sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan 

sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, 

                                                 
69 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 1993), 15-16. 
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sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 

24B UUD NRI 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek 

perilaku hakim kontitusi. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti risalah-risalah 

rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan 

Panitia Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan 

mengenai Komisi Yudisial memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup 

pengertian hakim konstitusi.
70

 

4. Interpretasi Historis 

Makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat juga 

ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. 

Penafsiran ini dikenal dengan interpretasi historis. Ada 2 (dua) macam 

interpretas historis: (1) penafsiran menurut sejarah undang-undang; dan (2) 

penafsiran menurut sejarah hukum. Dengan penafsiran menurut sejarah undang-

undang seperti yang dilihat atau dikehendaki oleh pembentuk undang-undang 

pada waktu pembentukannya. Pikiran yang mendasari interpretasi ini ialah 

bahwa undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang yang 

tercantum dlam teks undang-undang. Interpretasi menurut sejarah undang-

undang ini disebut juga interpretasi subjektif, karena penafsir menempatkan diri 

pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang, sebagai lawan interpretasi 

menurut bahasa yang disebut metode objektif. Sedangkan metode interpretasi 

yang hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum 

disebut dengan interpretasi menurut sejarah hukum. 

                                                 
70 Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 73. 
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5. Interpretasi Komparatif atau Perbandingan 

Interpretasi komparatif atau perbandingan merupakan metode penafsiran 

yang dilakukan dengan jalan memperbandingkan antara beberapa aturan hukum. 

Tujuan hakim memperbandingkan adalah dimaksudkan untuk mencari kejelasan 

mengenai makna dari suatu ketentuan undang-undang. Interpretasi perbandingan 

dapat dilakukan dengan jalan membandingkan penerapan asas-asas hukumnya 

(rechtsbeginselen) dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan/atau 

aturan hukumnya (rechtsregel), disamping perbandingan tentang latar belakang 

atau sejarah pembentukan hukumnya.
71

 

6. Interpretasi Futuristis 

Ineterpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat 

antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang yang belum mempunyai 

kekuatan hukum.
72

 Dengan demikian, interpretasi ini lebih bersifat ius 

constituendum (hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada ius 

constitutum (hukum atau undang-undang yang berlaku pada saat sekarang). 

7. Penafsiran Tekstual 

Penafsiran tekstual (textualism of leteralism) atau penafsiran harfiah 

merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara 

memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks 

yang dibuat oleh lembaga legislatif (meaning of the words in the legislative text). 

Dengan demikian, penafsiran ini menekankan pada pengertian atau pemahaman 

                                                 
71 Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 73-74. 
72 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 1993), 19. 
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terhadap kata-kata yang tertera dalam konstitusi atau undang-undang 

sebagaimana yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang. 

8. Penafsiran Historis (Penafsiran Originalism) 

Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran orisinal, yaitu bentuk 

atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah kontitusi atau 

undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh 

pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang. Pada umumnya 

metode penafsiran ini menggunakan pendekatan original intent terhadap norma-

norma hukum konstitusi. Penafsiran ini merupakan penafsiran yang sesuai 

dengan pengertian asli dari teks atau istilah-istilah yang terdapat dalam 

kontitusi. Penafsiran ini biasanya digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, 

tujuan, dan struktur konstitusi.
73

 

 

F. Hakim Bebas Memilih Metode Penafsiran Konstitusi 

Hukum positif nampaknya belum dapat menentukan, bahwa dari sekian 

banyak macam metode penafsiran/interpretasi konstitusi yang ada atau 

berkembang dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi, hanya metode 

interpretasi konstitusi tertentu saja yang boleh dipilih dan digunakan hakim. 

Sehingga metode penafsiran yang satu dapat digunakan oleh hakim bersama-

sama dengan metode penafsiran konstitusi yang lain. 

Tidak ada keharusan bagi hakim hanya boleh memilih dan menggunakan 

satu metode interpretasi konstitusi tertentu saja. Hakim dapat menggunakan 

                                                 
73 Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 74. 
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beberapa metode penafsiran konstitusi itu secara bersamaan. Pada umumnya 

dikatakan, bahwa dalam tiap penafsiran atau penjelasan undang-undang paling 

tidak akan terdapat unsur-unsur gramatikal, sistematis, teleologis dan historis. 

Hakim juga memiliki kebebasan untuk memilih dan menggunakan metode-

metode penafsiran konstitusi mana yang diyakininya benar. Dengan demikian 

hakim memiliki kebebasan otonom untuk memilih dan menggunakan metode-

metode penafsiran atau interpretasi itu. Mengenai hal ini Mahkamah Konstitusi 

dalam putusan Nomot 005/PUU-IV/2006 pernah mengemukakan pandangan 

hukumnya sebagai berikut: Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai 

lembaga penafsir Undang-Undang Dasar (the sole judicial interpreter of the 

constitution), tidak boleh hanya terpaku kepada metode penafsiran originalisme 

dengan mendasarkan diri hanya kepada original intent perumusan pasal UUD 

NRI 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan bekerjanya 

ketntuan-ketentuan UUD NRI 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan 

dengan gagasan utama yang melandasi Undang-Undang Dasar itu sendiri secara 

keseluruhan berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan. Mahkamah 

Konstitusi harus memahami UUD NRI 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa 

(spirit) yang terkadung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan 

yang lebih tetap dalam upaya mencapai cita negara (staatsidee), yaitu 

mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokratis yang 
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berdasarkan hukum, yang merupakan penjabaran pokok pikiran yang terkandung 

dalam Pembukaan UUD NRI 1945.
74

 

Jadi, terkait dengan prinsip independensi dan kebebasan hakim, hingga kini 

tidak ada ketentuan atau aturan yang mengharuskan hakim hanya menggunakan 

salah satu metode penafsiran tertentu saja. Pemilihan dan penggunaan metode 

penafsiran merupakan otonomi atau kemerdekaan hakim dalam penemuan 

hukum. Terkait dengan hal ini, Mahkamah Konstitusi juga pernah 

mengemukakan: 

‚.... kemerdekaan dimaksud juga diartiakan bahwa hakim bebas 

memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran 

hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan 

keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang 

mempunyai kekuasaan politik dan administrasi.‛
75

 

Lebih jelas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa, ‚Hakim dan hakim 

konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat‛. Ketentuan ini jelas sekali memberikan 

keleluasaan dan kebebasan terhadap hakim untuk tidak terpaku hanya pada 

rumusan-rumusan formal undang-undang. Ketentaun ini juga mengingatkan pada 

                                                 
74 Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 78. 
75 Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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pandangan yang mengemukakan agar hakim jangan hanya menjadi corong 

undang-undang saja (spreakbuis), atau kata Montesquieu la bouche de la loi. 

Para hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan ijtihad 

untuk penemuan hukum (rechtsvinding) hingga sampai pada putusannya 

merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa 

sebagai sebagai peradilan negara, Mahkamah Konstitusi harus menerapkan dan 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, di samping juga wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup di dalam masyarakatnya. 

 

G. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 

Istilah peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang ini 

sepenuhnya adalah ciptaan UUD NRI 1945, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

22: (1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 

menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang; (2) 

Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

dalam persidangan yang berikut; (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka 

peraturan pemerintah itu harus dicabut. 

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa: Pertama, peraturan tersebut 

disebut peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, yang berarti 

bentuknya adalah peraturan pemerintah. Jika biasanya bentuk Peraturan 

Pemerintah adalah peraturan yang ditetapkan untuk menjalankan Undang-

Undang sebagaimana mestinya, maka dalam keadaan kegentingan yang 
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memaksa, bentuk Peraturan Pemerintah itu dapat dipakai untuk menuangkan 

ketentuan-ketentuan yang semestinya dituangkan dalam bentuk Undang-Undang 

dan untuk menggantikan Undang-Undang. 

Kedua, pada pokoknya peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-

undang itu sendiri bukanlah nama resmi yang diberikan oleh UUD NRI 1945. 

Namun, dalam praktik selama ini peraturan pemerintah yang demikian itu lazim 

dinamakan sebagai Peraturan Pemerintah (tanpa kata ‘sebagai’) Pengganti 

Undang-Undang atau biasa ditulis Perpu. 

Ketiga, Perpu tersebut pada pokoknya hanya dapat ditetapkan oleh Presiden 

apabila persyaratan kegentingan yang memaksa itu terpenuhi sebagaimana 

mestinya. Keadaan kegentingan yang memaksa ini dapat ditelusuri dari dokumen 

historis uraian penjelasan atas pasal-pasal dalam naskah Penjelasan UUD NRI 

1945, terutama Pasal 22, yang menyatakan: 

‚ Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai 

ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat 

dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa 

pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, 

pemeritah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan 

Rakyat. Oleh kerena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang 

kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat‛
76

 

                                                 
76 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang di Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 82. 
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Dari rumusan kalimat tersebut jelas bahwa peraturan pemerintah yang 

dimaksud pada pasal tersebut adalah sebagai pengganti Undang-Undang, yang 

artinya seharusnya materi tersebut diatur dalam wadah Undang-Undang tetapi 

karena kegentingan yang memaksa, UUD NRI 1945 memberikan hak kepada 

Presiden untuk menetapkan Perpu dan tidak memberikan hak kepada DPR untuk 

membuat peraturan sebagai pengganti Undang-Undang. Apabila pembuatan 

peraturan diserahkan kepada DPR maka proses pembentukannya akan 

memerlukan waktu yang cukup lama, karena DPR sebagai lembaga perwakilan, 

pengambilan keputusannya ada di tangan anggota, yang artinya untuk 

memutuskan sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR sehingga kalau harus 

menunggu keputusan DPR kebutuhan hukum secara cepat mungkin tidak 

terpenuhi. Di samping itu, dengan disebutnya ‘Presiden berhak’ terkesan bahwa 

pembuatan Perpu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung 

sepenuhnya kepada Presiden. 

Parameter kegentingan memaksa sebagaimana dijelaskan oleh Mahkamah 

Konstitusi dalam putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 ada 3 (tiga) syarat: (1)  

Keempat, karena pada dasarnya Perpu itu sederajat atau memiliki kekuatan 

yang sama dengan Undang-Undang, maka DPR harus secara aktif mengawasi 

baik penetapan maupun pelaksanaan Perpu itu di lapangan jangan sampai bersifat 

eksesif dan bertentangan dengan tujuan awal yang melatarbelakanginya. Dengan 

demikian, Perpu itu harus dijadikan sebagai objek pengawasan yang sangat ketat 

oleh DPR sesuai dengan tugasnya di bidang pengawasan. Perpu itu sebenarnya 

secara materil adalah Undang-Undang. Bajunya Peraturan Pemerintah, tetapi 
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isinya adalah Undang-Undang, yaitu Undang-Undang dalam arti material ‚wet in 

materiele zin‛.
77

 

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, kedudukan Perpu disejajarkan dengan Undang-Undang dan posisinya 

di bawah TAP MPR. Sehingga secara normatif Perpu merupakan bagian dari 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Posisi Perpu dalam tata urutan 

peraturan perundang-undangan telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam 

UU 12/2011, posisi Perpu sejajar dengan Undang-Undang berada di bawah TAP 

MPR. Jika dilihat dari keberadaan Perpu dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000, 

Perpu menempati posisi di bawah Undang-Undang. Akan tetapi bila dilihat dari 

pososi Perpu dalam TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1996, UU 10/2004, dan UU 

12/2011 kedudukan atau posisi Perpu sejajar dengan Undang-Undang. Adapun 

alasan pertimbangan disejajarkan kembali Perpu dengan Undang-Undang adalah 

karena materi muatan Perpu sama dengan materi muatan Undang-Undang.
78

 

Kelima, karena materi Perpu itu seharusnya dituangkan dalam bentuk 

Undang-Undang, maka masa berlaku Perpu itu dibatasi hanya untuk sementara. 

Menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, ‚Peraturan 

pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam 

persidangan yang berikut‛ , ‚Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan 

pemerintah itu harus dicabut‛. Karena itu, masa berlakunya Perpu itu paling lama 

                                                 
77 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang di Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 87. 
78 Achmad Edi Subiyanto, ‚Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang‛, Lex Jurnalica, Nomor 1, Vol.1, (April, 2014), 13-14. 
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adalah 1 tahun. Jika dalam waktu 1 tahun masa persidangan DPR, Perpu itu tidak 

mendapat persetujuan sebagaimana mestinya, berarti Perpu itu harus dicabut. 

Mengenai hal ini, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 lebih tegas 

menentukan bahwa jika undang-undang darurat tidak mendapat persetujuan 

DPR, maka undang-undang darurat itu demi hukum tidak berlaku lagi. Akan 

tetapi Pasal 22 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, jika tidak mendapat 

persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Harus dicabut oleh 

siapa? Tentu yang dimaksud adalah Presiden yang menetapkan Perpu itu sendiri. 

Dengan kata lain, jika DPR tidak menyetujui pemberlakuan Perpu, maka Perpu 

itu tidak dapat menjadi undang-undang sebagaimana mestinya, dan sebagai 

akibatnya ia harus dicabut lebih dulu oleh Presiden baru kemudian daya ikatnya 

sebagai hukum menjadi hilang. Jika misalnya, Presiden terus menerapkan Perpu 

itu, meskipun sudah dinyatakan ditolak oleh DPR, maka secara yuridis, hal ini 

dapat menimbulkan persoalan tersendiri. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

84 

 

BAB IV 

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW 

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) 

 

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, 

‚Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945‛. Hal ini menjadi ketetuan 

yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan 

judicial review Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. 

Baru-baru ini perhatian publik tertuju pada pemerintah yang menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Ormas). Tak tanggung-tanggung sejak diterbitkan pemerintah 

pada tanggal 10 Juli 2017, Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas telah dimohonkan 

pengujian (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 7 (tujuh) 

permohonan. Dalam bagian kewenangan mengadili, Mahkamah Kosnstitusi 

menyatakan berwenang mengadili, untuk menguji Perpu Nomor 2 Tahun 2017 

terhadap UUD NRI 1945. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

85 

 

 

 

Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah ‚Bagaimana dasar 

kewenagan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review Perpu? 

Padahal UUD NRI 1945 dan UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-

Undang terhadap UUD NRI 1945. 

Kedudukan Perpu dalam hierarki peraturan perundang-undangan di 

Indonesia memang sejajar dengan Undang-Undang. Hal tersebut ditegaskan oleh 

Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 yang menyatakan: 

‚ Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.‛ 

Kekuatan mengikat sebuah Perpu juga disamakan dengan Undang-Undang. 

Mengingat dalam Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011 menegaskan bahwa, ‚Kekuatan 

hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)‛. Dengan demikian tata urutan peraturan perundang-

undangan di Indonesia menempatkan Perpu sejajar/sederajat dengan Undang-

Undang, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

86 

 

 

 

Materi muatan yang diatur oleh Perpu adalah materi muatan Undang-

Undang. Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, ‚Dalam hal ihwal 

kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah 

sebagai pengganti undang-undang‛. Ketentuan ini menegaskan bahwa Perpu 

yang ditetapkan oleh Presiden adalah sebagai pengganti Undang-Undang. Pasal 

11 UU 12/2011 menegasakan lebih lanjut bahwa, ‚Materi muatan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-

Undang‛. 

Meskipun keududukannya sejajar dan sederajat dengan Undang-Undang 

namun Perpu bukanlah Undang-Undang. Karena terminologi UU 12/2011 

membedakan antara Undang-Undang dengan Perpu. UUD NRI 1945 juga 

menyebutkan tersendiri antara Undang-Undang dan ‚peraturan pemerintah 

sebagai pengganti undang-undang‛. Sehingga Perpu itu bukanlah Undang-

Undang. 

Mekanisme pembentukan Perpu dan Undang-Undang juga berbeda. Apabila 

Perpu menjadi hak Presiden untuk menerbitkannya, tentunya dalam hal ihwal 

kegentingan yang memaksa, Undang-Undang justru dibahas bersama oleh 

Presiden dan DPR, meskipun usulan boleh dari Presiden ataupun DPR. Sehingga 

kurang tepat kiranya jika mengartikan bahwa Perpu itu sama dengan Undang-

Undang, meskipun kekuatan hukum dan kedudukannya sejajar/sederajat. 

Sementara itu kewenagan Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan 

judicial review adalah menguji Udang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Pasal 

24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 menegaskan 
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bahwa, ‚Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap 

UUD NRI 1945. 

Sehingga secara gramatik dan tekstual hanya menyebutkan Undang-Undang 

yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, bukan Perpu. Uraian kata, susunan, 

dan bahasa pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan secara eksplisit 

bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review 

adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Sehingga tidak ada 

kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu terhadap UUD NRI 

1945 jika mengacu pada penafsiran gramatik dan tekstual. 

Selanjutnya dalam riwayat pembentukan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 

yang dilakukan pada Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 di tahun 2001. Pada 

waktu itu hierarki/tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia 

merujuk kepada TAP MPR Nomor III/MPR/Tahun 2000 tentang Sumber Hukum 

dan Tata Urutan Perundang-Undangan. Pada waktu itu kedudukan Perpu di 

bawah Undang-Undang. Sehingga maksud pembentuk UUD NRI 1945 pada 

perubahan ketiga memang hanya memberikan kewenangan Mahkamah 

Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, bukan 

untuk menguji Perpu. Pendekatan ini dalam tafsir konstitusi disebut pendekatan 

original intent dengan menggunakan penafsiran historik. Sehingga mengacu pada 

original intent dan penafsiran historik tetap saja Mahkamah Konstitusi tidak 

berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD NRI 1945. 
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Namun perlu diingat bahwa sejak Perpu itu disahkan, maka Perpu 

melahirkan norma hukum, dan sebagai norma hukum baru akan dapat 

menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat 

hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari 

norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau 

menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR 

untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan 

berlaku seperti Undang-Undang, dan  kekuatan mengikatnya pun sama dengan 

Undang-Undang. 

Dalam ketentuan UUD NRI 1945 terkait kewenangan menetapkan Perpu 

disebutkan kata ‚Presiden berhak‛, sehingga terkesan bahwa pembuatan Perpu 

menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada 

Presiden. Pembuatan Perpu memang ditangan Presiden yang artinya tergantung 

kepada penilaian subjektif Presiden, meskipun seharusnya pembuatan Perpu 

tersebut memperhatikan parameter hal-hal kegentiangan yang memaksa yang 

merupakan syarat dapat dibuatnya Perpu oleh Presiden. 

Memperhatikan hal-hal di atas, maka timbul pertanyaan, ‚Apakah sebuah 

Perpu tetap tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi ketika materi muatan 

Perpu sebenarnya bertentangan dengan UUD NRI 1945?‛. Padahal Perpu itu 

melahirkan norma hukum sejak disahkan oleh Presiden, dan kekuatan 

mengikatnya sama dengan Undang-Undang. Pembuatan Perpu itu pun menjadi 

penilaian subjektif Presiden, meskipun seharusnya memperhatikan parameter 

kegentingan yang memaksa, dan juga harus dinilai oleh DPR pada sidang berikut. 
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Sehingga penerbitan Perpu yang menjadi hak Presiden dan menimbulkan norma 

hukum yang kekuatannya sama dengan Undang-Undang sejak disahkan, 

seharusnya tetap mendapatkan kontrol hukum sebagai wujud check and balances. 

Karena tidak menutup kemungkinan materi muatan Perpu itu bertentangan 

dengan UUD NRI 1945. 

Pemasalahan selanjutnya terkait keberlakuan Perpu, apakah penilaian untuk 

memberi persetujuan atau tidak terhadap Perpu oleh DPR dilakukan persis pada 

masa sidang berikut setelah Perpu disahkan, ataukah pada masa sidang 

berikutnya dalam arti kapan saja DPR sempat sehingga pembahasannya dapat 

diulur-ulur. Dalam kenyataan yang telah terjadi, Perpu Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi tidak dibahas persis dalam sidang DPR yang berikut. 

Perpu 4/2009 disahkan pada tanggal 22 September 2009, sedangkan masa sidang 

DPR berikutnya adalah taggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember 

2009, nyatanya Perpu 4/2009 tidak dibahas dalam sidang DPR yang pertama 

sejak disahkan Perpu tersebut. Perpu 4/2009 baru dibahas pada sidang paripurna 

DPR tanggal 4 Maret 2010. 

Dapat terjadi pula suatu saat Perpu dibuat secara sepihak oleh Presiden 

tetapi secara politik DPR tidak dapat bersidang untuk membahasnya karena 

situasi tertentu. Padahal Perpu yang dibuat tersebut bisa saja melumpuhkan 

lembaga-lembaga negara tertentu, yang dibuat secara sepihak dengan alasan 

kegentingan yang memaksa. Bisa juga Perpu yang dibuat berpotensi mengancam 
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eksistensi kelompok-kelompok tertentu dengan alasan kegentingan yang 

memaksa. Namun DPR ketika itu tidak dapat bersidang karena alasan tertentu. 

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya ‚Perihal Undang-Undang‛ sudah 

memprediksikan jauh-jauh hari terkait kemungkinan adanya Perpu yang 

berpotensi menimbulkan korban ketidakadilan. Menurutnya norma hukum yang 

timbul karena penerbitan sebuah Perpu tidak menutup kemungkinan berpotensi 

meimbulkan korban ketidakadilan yang serius, maka dari itu Perpu seharusnya 

dapat pula dijadikan objek pengujian oleh Mahkamah Konstitusi.
79

 

Penentuan adanya syarat timbulnya korban ketidakadilan yang serius itu 

dimaksudkan untuk memelihara prinsip bahwa apabila terjadi penyimpangan 

norma yang terkandung di dalam Perpu sebelum dilakukan pembahasan oleh 

DPR maka tidak selayaknya bagi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal UUD 

NRI 1945 untuk membiarkan ketidakadilan itu menimbulkan masalah yang lebih 

besar, terutama apabila Perpu tersebut diajukan permohonan oleh pihak yang 

dirugikan hak konstitusionalnya. Jika korban yang hak atau kewenangan 

konstitusionalnya nyata-nyata memang dirugikan oleh berlakunya Perpu, 

kemudian mengajukan permohonan perkara pengujian kepada Mahkamah 

Konstitusi, maka tidak ada alasan bagi lembaga pengawal konstitusi ini kecuali 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian konstitusionalitas Perpu 

sebagai Undang-Undang dalam arti material (wet in materiele zin) dengan cara 

yang sebaik-baiknya menurut UUD NRI 1945 dan UU 24/2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi. 

                                                 
79 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang di Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 90-96. 
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Bersumber pada UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah 

negara hukum, membawa konsekuensi negara Indonesia menampung prinsip-

prinsip dalam negara hukum. Di dalam negara hukum terdapat jaminan terhadap 

hak asasi manusia, artinya konstitusi itu sendiri sebenarnya dibentuk untuk 

mengakomodir dan menjamin terlaksananya jaminan terhadap hak-hak 

konstitusional warga negara maupun hak asasi manusia. Konsekuensinya adalah 

peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memberikan jaminan terhadap 

hak asasi manusia. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang justru 

melanggar dan mencederai jaminan terhadap hak konstitusional warga negara 

maupun hak asasi manusia maka peraturan perundang-undangan tersebut 

menyimpangi prinsip negara hukum itu sendiri. 

Dalam hal materi muatan Perpu mencederai hak-hak konstitusional warga 

negara maupun hak asasi manusia, maka materi muatan Perpu tersebut 

sebenarnya telah menyimpangi prinsip negara hukum. Terhadap hal demikian, 

idealnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga (the 

prtector of the citizen’s constitutional rights) mempunyai kewenangan untuk 

menguji secara material Perpu yang melanggar hak konstitusional warga negara 

dan hak asasi manusia. 

Berikutnya dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa 

kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar. Pasal ini menujukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi 

yang berdasarkan hukum. Segala pelaksanaan kedaulatan rakyat didasarkan atas 

hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yakni supremasi konstitusi. 
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Bahwa konstitusi adalah panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara. 

Sehingga tindakan penyelenggara negara maupun produk hukum yang dihasilkan 

harus sejalan dengan konstitusi. Konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi 

adalah tertib norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya 

peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan 

UUD NRI 1945. 

Dalam hal materi muatan Perpu bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka 

sesungguhnya telah mencederai prinsip supremasi konstitusi. Bahwa tidak dapat 

dibiarkan adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan 

konstitusi. Oleh karenanya, dalam hal terdapat permohonan pengujian Perpu 

yang terindikasi bertentangan dengan konstitusi dimana belum terdapat norma 

hukum yang mengatur pengujian perpu secara yudisial, maka selayaknya 

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the 

constitution) mempunyai wewenang untuk menguji Perpu. Hal demikian 

dilakukan dalam rangka menjaga prinsip supremasi hukum, bahwa tidak boleh 

terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku bertentangan dengan UUD 

NRI 1945.  

Penafsiran konstitusi pun tidak hanya didasarkan atas tafsir historis, tafsir 

gramatikal, dan original intent, namun juga dapat dilakukan berdasarkan tafsir 

sosiologis dan teleologis, yakni makna undang-undang ditetapkan berdasarkan 

tujuan kemasyarakatan, maka selayaknya Mahkamah Konstitusi berwenang 

melakukan judicial review Perpu terhadap UUD NRI 1945. Hal ini sebenarnya 

dilakukan untuk melindungi konstitusi itu sendiri yang menganut prinsip negara 
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hukum, melalui penekanan prinsip ‚tidak boleh satu detik pun ada peraturan 

perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan 

atau diuji melalui pengujian yudisial‛. 

Dalam rangka menegakkan konstitusi melalui kewenangan Mahkamah 

Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), 

pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), pelindung hak 

konstitusional warga (the prtector of the citizen’s constitutional rights), dan 

penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution), maka tidak 

boleh dibiarkan terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan 

dengan konstitusi, yang melanggar hak konstitusional warga negara, dan 

melanggar hak asasi manusia tanpa bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi sebagai 

penafsir final konstitusi. 

 

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Judicial Review Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu) Oleh Mahkamah Konstitusi 

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat 

dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang 

dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh 

syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Istilah populer fiqh siyasah 

seringkali disebut sebagai ilmu tata negara, dalam hal ini berada pada konsep 

negara Islam. 

Oleh karenanya peninjauan berkenaan judicial review Perpu oleh Mahkamah 

Konstitusi digunakan peninjauan dari sudut ilmu hukum tata negara dalam 
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konsep negara Islam (fiqh siyasah). Mengingat, judicial review Perpu oleh 

Mahkamah Konstitusi adalah permasalahan-permasalahan berkenaan dengan 

konstitusi, lembaga negara dengan kewenangannya, dan terkait peraturan 

perundang-undangan yang merupakan objek kajian ilmu Hukum Tata Negara. 

Sehingga penulis mencoba menggunakan pendekatan meninjau permasalahan 

judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi menggunakan tinjauan fiqh 

siyasah (ilmu tata negara dalam konsep negara Islam). 

Di dalam fiqh siyasah terdapat beberapa pembagian bidang yang merupakan 

objek kajian fiqh siyasah itu sendiri. Secara garis besar objek kajian fiqh siyasah 

dibagi menjadi tiga bagian pokok sebagai objek kajian, yaitu: 

1. Siya>sah Dustu>riyyah , disebut juga politik perundang-undangan. Bagian 

ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri>’iyyah oleh 

lembaga legislatif, peradilan atau qadlaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan 

administrasi pemerintahan atau ida>riyyah oleh birokrasi atau eksekutif; 

2. Siya>sah Dauliyyah/Siya>sah Kha>rijiyyah , disebut juga politik luar negeri. 

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang 

muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian 

ini ada politik masalah peperangan atau Siya>sah Harbiyyah, yang 

mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman 

perang, tawanan perang, dan gencatan senjata; 

3. Siya>sah Ma>liyyah , disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas 

sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, 
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perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan 

perbankan. 

Melihat pembagian objek kajian di atas, secara lebih khusus pengkajian 

terhadap judicial review Perpu oleh Mahkamah Kontitusi masuk dalam 

pembahasan Siya>sah Dustu>riyyah. Karena dalam bagian Siya>sah Dustu>riyyah 

mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh 

lembaga legislatif, peradilan dalam kekuasaan yudikatif, dan pelaksanaan 

pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif. 

Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman dalam cabang kekuasaan 

yudikatif. Sebagai kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diberikan 

kewenangan oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di 

bawahnya. Perpu itu sendiri adalah peraturan perundang-undangan sebagai 

produk hukum yang dihasilkan oleh cabang kekuasaan eksekutif, dalam hal ini 

adalah Presiden. Oleh karenanya beralasan apabila secara lebih khusus objek 

kajian mengenain judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi masuk dalam 

pembahasan Siya>sah Dustu>riyyah sebagai bagian dari objek kajian fiqh siyasah. 

Mengenai kewenangan judicial review atau pengujian Undang-Undang 

terhadap UUD NRI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi adalah bentuk kontrol 

hukum terhadap Undang-Undang sebagai produk yang dihasilkan oleh lembaga 

pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR). Kontrol hukum ini dilakukan 

untuk menjaga konstitusi dan hak-hak rakyat yang kemungkinan dapat dilanggar 

oleh Undang-Undang yang dihasilkan oleh penguasa, dalam hal ini kekuasaan 

pembentuk Undang-Undang. Mengingat keberadaan Mahkamah Konstitusi 
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adalah sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), pelindung 

hak asasi manusia (the protector of human rights), pelindung hak konstitusional 

warga (the prtector of the citizen’s constitutional rights). 

Dalam pembahasan Siya>sah Dustu>riyyah, konsep kekuasaan (sultah) dalam 

sebuah negara menurut Abdul Wahab Khallaf terbagi menjadi tiga kekuasaan, 

yaitu: 

1. Lembaga legislatif (sultah tashri>’iyyah), lembaga ini adalah lembaga 

negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang; 

2. Lembaga eksekutif (sultah tanfi>dhiyyah), lembaga ini adalah lembaga 

negara yang berfungsi menjalankan undang-undang; 

3. Lembaga yudikatif (sultah qada>’iyyah), lembaga ini adalah lembaga 

negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. 

Kekuasaan kehakiman (sultah qada>’iyyah) terlembaga menjadi beberapa 

institusi menurut kompetensi atau kewenangan yang dimilikinya. Secara 

institusional dalam konsep negara Islam dikenal tiga institusi pelaksana 

kekuasaan kehakiman. Institusi tersebut meliputi Wilayah al-Qada’, Wila>yah al-

Maza>lim, dan Wilayah al-Hisbah. 

Wilayah al-Qada’ adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-

perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Wilayah al-Hisbah 

adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan 

moral dan wewenangnya lebih luas dari Wilayah al-Qada’. Wewenang Wilayah 

al-Hisbah menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk 

kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT. Adapun 
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Wila>yah al-Maza>lim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani 

kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. 

Muhammad Iqbal mendefinisikan Wila>yah al-Maza>lim sebagai lembaga 

peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam 

melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan 

dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang 

melanggar HAM.
80

 Artinya segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan 

individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara 

beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman. 

Dari situ terlihat bahwa Wila>yah al-Maza>lim memiliki wewenang untuk 

memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut 

aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap 

hukum-hukum syara’ atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-

undangan yang sesuai dengan tabanni (adopsi) penguasa, maka memberikan 

keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah 

penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada Wila>yah al-Maza>lim 

atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan 

bahwa peradilan dalam Wila>yah al-Maza>lim mempunyai putusan final.
81

 

Penguasa atau pejabat negara sangat memungkinkan menyalahgunakan 

kekuasaannya melalui kewenangan yang dimiliki. Kewenangan yang dimiliki ini 

termasuk dalam pembuatan kebijakan ataupun pembuatan peraturan perundang-

                                                 
80 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159. 
81 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 34. 
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undangan. Sehingga sangat mungkin kebijakan dan peraturan perundang-

undangan yang dibuat mengandung unsur kezaliman terhadap hak-hak rakyat. 

Sehingga dibutuhkan lembaga yang juga memiliki kekuatan yang seimbang 

dengan penguasa atau pejabat negara untuk mengantisipasi pelanggaran yang 

dilakukan oleh penguasa atau pejabat negara melalui kewenangannya. Hal 

demikian dilakukan dalam rangka menjaga hak-hak rakyat yang seharusnya 

mereka dapatkan. 

Melihat kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh Wila>yah al-Maza>lim 

diantaranya: (1) memeriksa perkara-perkara berkenaan dengan penganiayaan para 

penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan; dan (2) 

mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat. Maka lembaga ini didesain untuk 

menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa terhadap 

perorangan maupun golongan, juga sebagai lembaga yang melakukan kontrol dan 

pengawasan terhadap para penguasa atau pejabat negara. 

Tujuan awal pembentukan kekuasaan (sultah) dalam sebuah negara adalah 

untuk mewujudkan kemaslahatan untuk rakyat. Sehingga tak sepatutnya 

kekuasaan apapun menggunakan kewenangannya untuk melakukan pelanggaran 

atau kezaliman terhadap hak-hak rakyat. Untuk itulah Wila>yah al-Maza>lim 

dibentuk untuk melakukan kontrol/pengawasan terhadap penguasa, dan 

mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk 

dalam pembuatan kebijakan-kebijakan politik. 

Sementara itu, kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi 

adalah kewenangan yang memang diberikan dalam rangka menjaga konstitusi 
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(the guardian of the constitution), pelindung hak asasi manusia (the protector of 

human rights), pelindung hak konstitusional warga (the prtector of the citizen’s 

constitutional rights). 

Perpu adalah produk hukum yang menjadi kewenangan Presiden untuk 

membentuknya. Secara eksplisit belum ada peraturan perundang-undangan yang 

menyebutkan kewenangan melakukan judicial review Perpu. Pertanyaan muncul 

kemudian, ketika materi muatan yang diatur Perpu mengandung pelanggaran 

terhadap konstitusi, pelanggaran hak konstitusional warga negara, atau bahkan 

melanggar hak asasi manusia, apakah Mahkamah Konstitusi tidak berwenang 

untuk menguji Perpu? 

Dalam rangka menjaga konstitusi, hak-hak warga negara, dan hak asasi 

manusia, tidak seharunya terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak 

dapat diuji secara yudisial. Karena peraturan perundang-undangan adalah produk 

penguasa pembuat undang-undang, dan syarat dengan muatan politik. Sehingga 

ada kemungkinan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa 

tersebut melanggar konstitusi, hak-hak rakyat, maupun hak asasi manusia. 

Sehingga sepatutnya segala peraturan perundang-undangan harus tetap diawasi 

oleh kekuasaan diluar kekuasaan pembentuk peraturan perundang-undangan. 

Kontrol ini juga sebagai bentuk kontrol terhadap pejabat negara dengan 

kewenangannya. 

Sejalan dengan Wila>yah al-Maza>lim yang akan menangani perkara 

pelanggaran/kezaliman penguasa terhadap rakyatnya, dan melakukan 

kontrol/pengawasan terhadap pejabat negara. Diharapkan tidak ada 
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pelanggaran/kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya, 

termasuk melalui kebijakan politik atau peraturan perundang-undangan yang 

dibuatnya. Mahkamah Konstitusi pun demikian, kewenangan judicial review 

yang diberikan adalah sebagai bentuk penjagaan terhadap konstitusi, hak-hak 

warga negara, dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, tidak seharunya dibiarkan 

adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mengikat warga 

negara sebagai produk yang dihasilkan oleh penguasa negara kemudian tidak 

dapat diuji/diawasi. Karena sangat mungkin kewenangan membuat peraturan 

perundang-undangan akan terdapat pelanggaran terhadap konstitusi, hak-hak 

warga negara, dan hak asasi manusia melalui produk peraturan perundang-

undangan yang dibuat. Oleh karena itu sepatutnya Mahkamah Konstitusi 

mempunyai wewenang untuk menguji/melakukan judicial review Perpu terhadap 

UUD NRI 1945. 

Merujuk kepada kaidah fiqh yang digunakan dalam bidang kajian fiqh 

siyasah, yakni ada sebuah kaidah: 

فُ ا   لحََةِ لإتصََرُّ طُ باِ لمَص  عِيةَِ مَنىُ  مَامِ عَلىَ ا لرَّ  

‚kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung 

kepada kemaslahatan‛ 

Kaidah ini pada dasarnya meletakkan kemaslahatan sebagai ujung dari 

seluruh kebijakan atau hubungan antara seorang pemimpin dengan rakyat yang 

dipimpinnya. Jika ditarik lebih jauh, pembentukan sebuah negara pun sebenarnya 

adalah dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di 

akhirat. 
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Negara merupakan alat untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai 

ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia. Di samping itu, negara 

juga didirikan untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan satu orang 

atau golongan terhadap orang atau golongan lain. Negara mempunyai kekuatan 

dan kekuasaan memaksa agar peraturan-peraturan yang dibuat dapat dipatuhi 

sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. 

Dalam konteks judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi, sebenarnya 

tidak ada aturan yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review Perpu. Namun demikian 

kekosongan hukum terkait kewenangan untuk melakukan judicial review Perpu 

sangat berpotensi terdapatnya Perpu yang secara materil bertentangan dengan 

UUD NRI 1945, atau bahkan Perpu yang akan melanggar hak-hak konstitusional 

warga atau hak asasi manusia, namun tidak ada lembaga yang dapat mengujinya 

secara yudisial. 

Padahal dalam konsteks fiqh siyasah segala kebijakan harus bertujuan untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan 

mudarat harus dijauhi dan dihindari. Ketika sebuah Perpu berpotensi 

bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan berpotensi melanggar hak-hak 

konstitusional warga atau hak asasi manusia dapat dikatakan hal ini tidak sejalan 

dengan kemaslahatan, dapat pula dikatakan hal ini mengandung kemudaratan 

bagi rakyat. Oleh karenanya harus diputuskan kebijakan yang tegas dan berani 

dalam mengambil keputusan yang mengandung kemaslahatan. Sebagaimana 

kaidah dalam fiqh siyasah yang lain, yakni: 
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مُ فيِ كُلِّ  قِهاَ وَمَصَالهِاَ يقُدََّ وِلايَةٍَ مَن  هىَُ أق دَمُ عَلىَ ا لقِياَمِ بحُِقىُ   

‛didahulukan dalam setiap kekuasaan, orang yang berani 

menegakkan hak atau kebenaran atau kemaslahatan‛ 

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi yang awalnya tidak mempunyai 

kewenangan untuk menguji secara materil/melakukan judicial review Perpu 

terhadap UUD NRI 1945 sudah selayaknya diberikan kewenangan untuk 

melakukan judicial review Perpu. Hal ini bertitik tolak dari kaidah fiqh yang 

dipegangi dalam bidang fiqh siyasah yakni ‚kebijakan seorang pemimpin 

terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan‛. Karena apabila 

Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan tersebut, maka ketika 

terdapat Perpu yang secara materil bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan 

melanggar hak-hak konstitusional warga atau hak asasi manusia, tidak ada 

lembaga yudisial yang dapat menguji dan tetap melindungi hak-hak 

konstitusional warga, hak asasi manusia, ataupun melindungi UUD NRI 1945 itu 

sendiri. Demi kemaslahatan yang besar tersebut, maka ditinjau dari fiqh siyasah 

penulis berpendapat selayaknya Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang 

untuk melakukan judicial review terhadap Perpu. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

103 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) didasarkan oleh beberapa alasan 

penting. Pertama, berdasarkan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi 

yang menghendaki keharusan bahwa tidak boleh terdapat peraturan perundang-

undangan yang berpotensi melanggar konstitusi, hak konstitusional warga, 

maupun hak asasi manusia tanpa bisa diluruskan atau diuji melalui pengujian 

yudisial (judicial review). Kedua, materi muatan yang diatur oleh Perpu 

sesungguhnya adalah materi Undang-Undang. Sejak Perpu disahkan oleh 

Presiden, maka Perpu melahirkan norma hukum baru. Oleh karena menimbulkan 

norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang, maka 

terhadap norma hukum yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah 

Konstitusi dapat menguji secara materil terhadap UUD NRI 1945. Ketiga,  

menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa oleh karena suatu 

hal, Perpu tidak bisa segera dibahas oleh DPR tepat pada sidang berikut untuk 

mendaptkan persetujuan. Sebelum dilakukan pembasan oleh DPR, Perpu 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sama seperti Undang-Undang. Dalam 

keadaan demikian dimungkinkan materi muatan Perpu bertentangan dengan 

UUD NRI 1945, atau materi muatannya melanggar hak-hak konstitusional warga 

negara. Atas dasar itu, sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the 
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constitution) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara (the prtector of 

the citizen’s constitutional rights), maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk 

melakuan judicial review Perpu terhadap UUD NRI 1945. 

Di dalam kajian fiqh siyasah terdapat lembaga/institusi peradilan Wila>yah al-

Maza>lim sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (sultah qada>’iyyah). 

Wila>yah al-Maza>lim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani 

kezaliman para penguasa terhadap hak-hak rakyat. Wila>yah al-Maza>lim didirikan 

dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para 

penguasa. Tindak kezaliman para penguasa dapat berupa pembuatan kebijakan 

atau peraturan yang dibuat. Oleh karena menekankan pada pemeliharaan hak-hak 

rakyat, maka  Wila>yah al-Maza>lim berwenang mengadili tindakan kezaliman 

para penguasa, termasuk dalam hal pembuatan kebijakan atau peraturan yang 

melanggar/menzalimi hak-hak rakyat. Dari tinjaun menurut fiqh siyasah tersebut, 

Mahkamah Konstitusi selayaknya mempunyai kewenangan melakukan judicial 

review Perpu. Dengan bertitik tekan pada pemeliharaan hak-hak rakyat yang 

sangat mungkin dilanggar dengan keberlakuan Perpu yang merupakan produk 

penguasa dalam hal ini Presiden. Hal ini sejalan dengan tugas Mahkamah 

Konstitusi sebagai penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the prtector of 

the citizen’s constitutional rights). Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk 

melakukan judicial review Perpu didasarkan pula atas kaidah fiqh yang dipegangi 

dalam bidang fiqh siyasah, yakni ‚kebijakan seorang pemimpin terhadap 

rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan‛. Mengingat apabila Mahkamah 

Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk melakukan judicial review Perpu, 
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maka dimungkinkan lahirnya Perpu yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, 

hak-hak konstitusional warga, maupun hak asasi manusia tanpa bisa diluruskan 

melalui pengujian yudisial. Oleh karenanya, demi kemaslahatan yang besar sesuai 

tujuan dari hukum Islam maupun tujuan dari fiqh siyasah itu sendiri, selayaknya 

Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk melakukan judicial review 

Perpu, demi menjaga hak-hak konstitusional warga, hak asasi manusia, maupun 

menjaga UUD NRI 1945 itu sendiri. 

 

B. Saran 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi didapatkan dari penafsiran konstitusi oleh 

majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, 

yang dijadikan yurisprudensi hakim konstitusi dalam menyatakan 

keberwenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review Perpu 

terhadap UUD NRI 1945. Oleh karena itu penulis menyarankan agar kewenangan 

Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review Perpu diperkuat dengan 

diakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Pertama, dapat dilakukan 

melalui mekanisme perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. 

Sehingga kewenangannya dipertegas tidak hanya menguji Undang-Undang 

terhadap UUD NRI 1945, melainkan juga menguji Perpu terhadap UUD NRI 

1945. Kedua, dapat ditempuh melalui amandemen UUD NRI 1945, dengan 

memperkuat kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C ayat (1) UUD 

NRI 1945 untuk dapat menguji Perpu terhadap UUD NRI 1945. Cara kedua ini 

tidak dapat dilepaskan pula dengan meninjau kembali, Pasal 22 ayat (2) dan (3) 
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UUD NRI 1945. Tentang pembahasan pada sidang berikut, seharusnya dipertegas 

dengan penentuan waktu sidang yang jelas setelah Perpu disahkan. Tentang 

penolakan Perpu, seharusnya dipertegas ketika Perpu ditolak dalam persidangan 

DPR maka Perpu tersebut tidak berlaku demi hukum. Pasal ini juga harus 

mengakomodir tentang pembahasan Perpu setelah diuji oleh Mahkamah 

Konstitusi, sehingga Perpu yang dibahas oleh DPR adalah Perpu sebagaimana 

telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi apabila terdapat permohonan uji materi, 

dan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut. Sehingga bukan 

lagi Perpu semula yang diterbitkan oleh Presiden. Kemudian apabila dinyatakan 

semua materi muatan Perpu bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka Perpu 

dinyatakan tidak berlaku dan DPR tidak lagi melakukan pembahasan terhadap 

Perpu.  Dengan demikian ada penegasan secara normatif tentang kewenangan 

judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi, dan tidak ada perampasan 

wewenang terhadap hak konstitusional DPR dalam membahas Perpu. 
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